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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

Muhammad Zainal Abidin
NIM. 15913098

Gelandangan dan pengemis banyak bemmunculan di berbagai dacrah di
Indonesin, bahkan Yogyakarta scbagai Dacrah Istimewz pun tak lepas deri
keberadaan gelandangan dan pengemis, Pemerintah Yogyakarta telah melakukan
usaha untuk menanganinya yakni dengan mengeluarkan kebijakan daerah berupa
Peraturan  Daerah Yogyokarta No, | Tahun 2014 tentang Pepanganan
Gelandanpan Dan Pengémis; Peraturan daerah ini secara garis besar memuat
lenlang penyelenggaraan prosedur penonganan gelandangan dan pengemis serta
ancaman pidana dendacbagi gelanidangan, pengemis doan pemberd barang. Hal ini
menjadi pembahasan| yanyg sienzrik ketika' peraturan yang ada scharusnya bisa
memberikan  aturan | yang Ojelas namun - memual pro kontra di dalamnya,
Permasalahan yang terjudi silalah adanya kriminalisasi bagi para gelandangan dan
pengemis serta para peinberi barang atau uang.

Penelitian ini bertujuan untuk menpetahu bagaimana proses penctapan dan
implementesi peraturan’penanganan_gelandangan dan pengemis di Yogyakarta,
serta bagaimana pandangan magasid alesyariah tethadap implementasi Peraturan
Dagrah No. 1 Tahun 2014, Penelition - inl) edalzh penelitian hukum normatif
cmpiris dengan menggunakan pendekatan sostologis-normalif, Sumber data yang
digunakan dalam penclitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulna [ldata  dalam_pénclitiafl_inil menpgunakaf “teknik wawancara,
dokumentasi dan obscrvasiz. dengansmetode landlisis\ madel interaktif Miles
Hubberman,

Hasil penelition., menunjukkan /balwa: -proses penelapan  peraturen
penanganan  gelondanigan “dan pengemis “dilakukan dalam empat kali rapat
paripuma dilclapkan 27 Febuari 2014 dan disepakati wjuh fraksi. Implementasi
peraturon pendnganan ) gelandangan dan pengemisAerdid dari upaya preventif,
koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosiall Adapun pandangan magqasid al-syarich
terhadap peraturan penangonon gelandongan dan pengemis di Yogyakarta
memiliki muatan fitrah, al-somahah (tolerensi), al- musawah (keadilan), al-
hurriyah (kebebasan).

Kata Kunei : Peraturan, Gelandangan, Pengemis, Maqgasid al-Syariah
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF SPECIAL REGION
OF YOGYAKARTA ON HANDLING OF HOMELESS AND BEGGARS
IN MAQASID AL-SHARIAH PERSPECTIVE

Muhkammad Zainal Abidin
Student Number 15913698

There are more homeless and beggars in various urben areas in Indonesia,
including in the Special Region of Yogyakarta. To deal with such phenomenon,
the Government of Special Repion of Yogyakarta has made various cfforts, one of
which is by issuing-Repional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1
of 2014 on Handling of Homcless-and\Deggarsy, This regulation outlines the
implementation of handling protedures and sanctions for homeless, beggars, and
givers. The objective of issuing thisfregulation is to reduce the number of
homeless and beggars in the Special Region of Yagyakarta, However, what occuts
as the reality is not as expecled, a3 Gbserved in various tourist attmctions where
homeless and beggars can stillbe found:“They rcceive a lot of goeds or money
from people, This has become an interesting lopic of] discussion when the existing
regulation should have providet clear mules yet it &ontains debatable contents. The
problem Is regarding the eriminalizatiort of homeless and begpars as well as those
who pive goods or money. Therefore, this‘study-mainly discusses the process of
issuing and implementing the regulation-ost-handling of homeless and beggars in
the Special Region of Yogyakarta, and the implementation of Regional Regulation
of Special Regionyof Yepyakarta-No.d-of 2014 seenfrom, magasid al-shariah
perspective.

This was an empirical normatlve legal research using a sociological-
normative approach. The data Sobrces weére pdmagy and secondary data. The
primary data were obtained directly-from/the ficld, while the secondary data were
from official documents related to Regional Regulation of Special Region of
Yogyakarta No. 1| 0f 2014) The)datal weme collected/ through interviews,
documentation and “observation, “with an' ‘mnalysis=using Miles Hubberman’s
interactive model, The results showed that: the process of issuing the regulation
on handling of homeless and begpars was done in four plenary meetings and
approved by seven factions. The implementation of the regulation an handling of
homeless and beggars is comprised of preventive measures, coercive measures,
rehabilitation end social reintegration. In terms of maqa.s'id al-shariah perspective,
the regulation on handling of homeless and begpars in Yogyakarta has fiirah
content, al-samahah (tolerance), al-musmeah (justice), al-hurriyah (freedom).
Keywords: Regulation, Homeless, Beggars, Magasid.al-Sharigh

Febrizry 2,.2019
TRANSLATOR STATEMENT
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemiskinan sebagai suatu kondisi kekurangan sosial
ckonomi adalah persoalan yang masih selalu ada di depan mata, dan
dapat mengancam keimanan umat Islam. Kemiskinan yang terjadi
pada seseorang, dapat menimbulkan perbuatan menyimpang seperti
perbuatan pencurian, merampok, bahkan dapat mengakibatkan orang
turun dijalan menjadi pengemis atau gelandangan. Gelandangan
merupakan masyarakat yang memiliki kondisi tidak sesuai dengan
norma hidup yang layak di lingkungan masyarakat. Mereka tidak
memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap sehingga mereka
hidup secara mengembara atau berpindah-pindah dari satu tempat ke
tempat lain. Adapaun penggelandang adalah tindakan berpindah-
pindah yang dilakukan individu atau gerombolan orang yang tidak
memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu.
Pengemis merupakan orang yang memiliki mata pencaharian
meminta minta di depan umum dengan berbagai cara untuk
mendapatkan belas kasiha i

Fenomena ge zﬁdang pengemis dapat dikatakan
semakin hari semaki 1 hh satu penyebabnya adalah
kemiskinan dan ketinjpt 8.0 ntara masyarakat perkotaan
dengan pedesaan yang ihya arus urbanisasi. Hal ini
menyebabkan kepadatd épen nerah perkotaan. Peningkatan
jumlah penduduk di pe pitak dapat terelakkan, terutama di

tempat-tempat kaum Ttz Kim. Di sisi lain, lapangan

pekerjaan ‘ia pu menampung
kaum urbmrv‘ngﬁag ﬁ:&gnah kaum urban
yang berasal dari n a Jkeberuntungannya di kota,
namun tidak didukﬁtghﬁe idikan yang cukup, keahlian
pengetahuan "% bNE;gr l&)dal uang. Sebagai

'Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1
Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.
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akibatnya mereka bekerja serabutan dan tidak tetap terutamanya di
sektor  informal,  semisal = pemulung, pengamen, dan
pengemis.’Fenomena tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan,
ketidak tertiban serta mengganggu keindahan Kota.

Selain terkenal sebagai Kota Pelajar Yogyakarta juga dikenal
dengan budaya dan keramahan masyarakatnya. Sikap ramah dari
masyarakat Yogyakarta sering dimanfaatkan gelandangan dan
pengemis untuk menjajakan iba. Acap kali gelandangan dan
pengemis meminta-minta di tempat-tempat tertentu seperti lokasi
pariwisata, tempat ibadah, perempatan jalan, ruko pasar, dan lain
sebagainya. Atas peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di

apganan gelandangan dan

Salah satu tindakan tersghut mud@ dengan menciptakan
(J
ersebut tercantum dalam

Peraturan Daerah No. N 2@
gelandangan dan pengemis: mtan dagrah tersebut ditetapkan

Perd
pada 27 Februari 20. Ajﬂﬁfﬂj@]
Eksistensi gelandangan, pengemis, yang semakin meningkat
perlu adanya gti egrus: b yan uncul dari
beberapa kalanmmm§£:l:% gisledikit yang
kurang simpatik dengan kI:S*La'f\n A’:\ an dan pengemis yang
b

sering muncul. Dengan berbagai alasan yang kadang kurang rasional

masyarakat terkad'M@@N‘Ee@liﬁ dan pengemis

sebagai sampah masyarakat, karena hanya dengan melihat
penampilannya yang kumuh, bau, dan compang-camping.

Penerapan peraturan daerah tersebut tidak berjalan mulus.
Dari data yang didapat, masih ditemukan gelandangan dan pengemis
di Yogyakarta dengan jumlah yang cukup banyak. Adapun data yang
berhasil dirangkum adalah sebagai berikut:

2 Arif Rohman, “Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak
Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi
Desa “makalah disampaikan pada Acara Workshop Penanganan Gelandangan Dan
Pengemis, diselenggarakan oleh kementrian sosial RI, Jakarta, 14 Oktober 2010,
him 1.



Gelandangan dan Pengemis Terjaring Razia Tahun 2014-2017°

No. Tahun Jumlah
1 2014 233
2 2015 182
3 2016 495
4 2017- Juli 166
Tabel 1. Data Gelan @gﬁ&i_dmwen mis Terjaring Razia Tahun
g
0
Dalam peraturs %d segdra garis besar memuat upaya
penanganan gelandangan da is melalui upaya preventif,
koersif, rehabilitatif. |Salah bentuk upaya koersif adanya

ancaman pidana serta-d a’ m pelaku gelandangan dan
pengemis serta orang )%ﬁ‘ ' rikah barang kepada gelandangan
atau pengemyis, D D, h,igi ewgogyakarta No. 1
Tanan 20 IO R ST A
“Setiap orand $gl_mpAthentuan memberi vang dan/
atau barang dalam ben kepada gelandangan dan
pengeriNén@N gl&na dimaksud dalam
pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling

lama 10 (sepuluh) hari dan/ atau denda paling banyak Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.*

Peraturan tersebut sebagai salah satu langkah konkrit
pemerintah dalam menertibkan gelandangan dan pengemis yang

? Faiz Amrizal Satria Dharma, “Upaya Koersif Dalam penanganan
Gelandangan dan Pengmis di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Hak Asasi
Manusia)”, Tesis,Program Studi Magiste [lmu Hukum Universitas Gajah Mada,
(Yogyakarta: 2017), hlm 99,

‘Pasal 24 ayat (5) Peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
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berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun demikian, dalam
pelaksanaannya di lapangan peraturan tersebut memunculkan pro dan
kontra terkait dampak yang ditimbulkan. Salah satunya efektifitas
dari peraturan tersebut yang belum bisa dirasakan secara maksimal.
Hal tersebut dibuktikannya dengan masih ditemukannya gelandangan
dan pengemis di beberapa lokasi di kota Yogyakarta. Selain itu,
muatan yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut berlawanan
dengan norma sosial dan agama, sebagai contoh pasal 24 pada
peraturan daerah tersebut yang membahas mengenai ancaman pidana
untuk orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.
Hal tersebut dianggap bertentangan karena manusia sebagai makhluk
sosial yang hldup secara berKelomp iya saling membutuhkan

berbuat saling tolong
membutuhkan. Hal ini
ayat 2:

Agama Islam me
menolong terlebih kepad
disebutkan dalam Al-Qura

- ﬁ‘f

T Jyus A uj i)
UNIVERST’I‘ g
Artinya: $
“Dan tolong-menolonglah’ kamu ‘dalam (mengerjakan)

kebaikan mgmymemlong dalam
berbuat dosa d e ha=Be aldh kepada Allah,

Allah sangat berat siksa-Nya™®

—\

Adanya ketentuan pidana yang ditujukan kepada pengemis
yang terdapat pada peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 secara tidak langsung berlawanan derfgan norma agama.
Hal ini terjadi karena memidana pengemis yang sejatinya orang

5 Herimanto dan winarto, //mu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi
Aksara 2014), hlm, 43.

® Al-Quran Nurkari, A/-Kalam Al-Maidah ayat 2, Diproduk oleh
Diponegoro, Bandung, 2009.
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miskin dilarang dalam agama Islam. Perkara tersebut dipertegas
dalam al-quran surat Ad-Dhuha Ayat 10

Artinya:

“Dan terhadap orang yang minta-minta,
janganlah kamu menghardiknya”.”

Ayat di atas menerangkan bahawa perilaku membentak,
menghardik, dan merendahkan orang lain khususnya orang yang
meminta-minta (gelandangan—ds- gemls) dilarang oleh agama.
aik kepada gelandangan dan

pengemis meksi tidak tne uarlg. Memidana pengemis yang
sejatinya orang miski me il § ugperbuatan menghardik. Dalam
konteks agama Islam kum £ kan uang atau barang kepada
atif. Hal tersebut dikarenakan
hukum Islam yang bersg Al an fleksibel yang menyesuaikan
konteks situasi dan kofx stfatu—permasalahan. Sebagai contoh
perbuatan memberikan secara, langsung kepada
gelandangtg)c&ile E%ﬁﬁi& idak baik karena
bersifat tidak mendlc'l dapunyjikaydilihat dari sudut pandang yang
lain pengemis dan Slm an 11k1 berbaga1 alasan yang

menyebabkan I'Nm depan umum.
Meski™ " da m erundangan dalam

pembentukannya tidak pernah terlepas dari landasan historis,
filosofis, sosiologis dan yuridis." Pelaksanaan Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 saat ini masih menimbulkan
pro dan kontra. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini
diharapkan dapat memberikan sudut pandang lain mengenai
peraturan daerah Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan

Al-Quran Nurkari, A/-Kalam Adl-Dluha Ayat 10, Diproduk oleh
Diponegoro, Bandung, 2009.

¥ Wawan Muhammad Hariri, Pengantar llmu Hukum, (Bandung: Pustaka
Setia, 2001), hlm, 69.
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gelandangan dan pengemis. Lebih spesifik mengenai implementasi
peraturan tersebut di lapangan baik secara preventif, koersif,
rehabilitatif, reintegrasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga melihat
peraturan tersebut dengan sudut pandang Magasid al-Syariah
mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas,
studi ini berusaha menjawab tiga pertanyaan yang dirumuskan
sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Peneman Daerah  Istimewa

Yogyakarta No.
gelandangan dan P
2. Bagaimana impl
Yogyakarta No.
Gelandangan dan I-
3. Bagaimana pande a
Peraturan Daerah Yogyakarta

} Tentang Penanganan

ran Daerah Istimewa
I Tentang Penanganan

: al-syariah  terhadap
0. 1 Tahun 2014 Tentang

IR SITA S

C. Tujuan dan Manfaat P I;THA
Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dan manfaat

dari I?enehtlan ni iN" NE S I A

Tujuan Penelitian

a.

Menjelaskan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.
1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis.

Menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.

Menjelaskan dan menganalisis padangan Magasid Al-
Syariah  terhadap pemberlakuan peraturan daerah
penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah
Istimewa Yogyakarta.



2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam dan
hukum positif terkait penanganan gelandangan dan
pengemis sehingga dapat menjadi tambahan referensi atau
rujukan bagi penelitian lanjutan di dunia akademis.

b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan umpan balik
bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
melaksanakan pengawasan terhadap jalanya regulasi
upaya penanganan gelandangan dan pengemis.

Penelitian ini ngsistematika yang terbagi dalam
lima bab. Masing-masin ﬁ i beberapa subbab guna lebih
memperjelas ruang ling] pan permasalahan yang diteliti.

Adapun tata letak Bab serta pokok pembahasan

adalah sebagai berikut:i; ] J&f’ Ity

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: latar
belakang m m § tﬁ masalah yang
diteliti; Q \?l gunia 1T pertegas batasan
peneliti dan pertanya g dWMm penelitian ini; tujuan dan
manfaat merupakan hal yang dicapai dalam penelitian; sistematika
pembahasan u I@Né substans1 penelitian
secara sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan
penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademis
dalam memilih permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini
dipandang menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti.

Bab kedua berisi kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian
pustaka menjadi acuan pengembang penelitian ini agar memberikan
hal yang baru dan berbeda, kerangka teori merupakan teori-teori

yang dijadikan pisau analisis terkait penanganan gelandangan dan
pengemis yang ada di Yogykarta.



Bab ketiga metode penelitian merupakan hal yang penting
dilakukan dalam sebuah karya ilmiah. Karya yang diharapkan dapat
menjadi penelitian yang sistematis sebagai syarat dalam sebuah
karya ilmiah.

Bab keempat membahas hasil penelitian yang terdiri dari
latar belakang dan implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Selain
itu pada bab ini juga menelaah peraturan daerah tersebut dengan
analisis magqasid al-syariah.

Bab kelima, berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah
dicapai sebagai bentuk jawaban atas bab pertama. Adapun saran

berisi usulan yang muncyl setelaln, mneh{' ian yang sekiranya dapat
7

dijadikan acuan penelitian ﬁa

ST

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

=

UNIVERSITA
( E.
VISINOAN

\



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dilakukan sebagai salah satu kebutuhan penelitian
yang berguna memberi kejelasan dan batasan tentang informasi yang
digunakan sebagai khazanah pustaka, terlebih berkaitan dengan tema
penanganan gelandangan dan pengemis dalam magqgasid al-syariah.
Tinjauan pustaka ini juga mendapatkan gambaran tentang hubungan
topik penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga
tidak terjadi pengulangan.'fﬁqw beberapa karya tulis yang
peneliti temukan terkait génan anan gelandangan dan pengemis
dalam perspektif magasid i

Jurnal ilmiah dalam jL.lEu:lal NESA, Vol 7, No. | tahun
2016 dengan judul, Alalisis ntasi Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk No. § Ta Tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum (Smpmmﬁﬁ Pengemis, Pengamen,
Pedagang Asongan Dan ' Di Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk).> J ini ka elitian yang
membahas m‘@ﬁi%%ﬁsm eg ganjuk No. 8
tahun 2013 tentang Keﬁ U .AAdapun hasil penelitian ini
menunjukkan tujuan d ]:ru jjakan penyelenggaraan

ketertiban umunl i $P emis, pengamen,
pedagan asongan ngge 181 "Kecdmatan Kertosono

belum sepenuhnya tercapai, karena didapati bahwa jumlah pengemis

! Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000), him. 125

’Harya Nindya Wicaksono, “Analisis Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
(Studi Kasus Pada Pengemis, Pengamen, Pedagang Asongan Dan Penggelap Mobil
Di Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk)”. E/-Jurnal UNESA, Vol 4, No 1,
2016.
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dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Selain itu komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat
kurang berjalan dengan baik antar organisasi.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas
mengenai pelaksanaan kebijakan daerah tentang penanganan
gelandangan dan pengemis. Meskipun sama-sama meneliti tetangga
suatu kebijakan daerah namun penelitian yang dilakukan peneliti
lebih terfokus dalam pelaksanaan kebijakan daerah melalui kacamata
Magqasid Syariah.

Jurnal ilmiah dalam jurnal Penelitian Agama, Vol. XII, No. 3
September 2004 dengay” | émis Dalam Ruang Sosial
Muslim.* Jurnal ini me Ekan B yang dilakukan di Dusun
Karet Desa Karteng, Keq;,'n S abupaten Bantul, dengan
tujuan untuk mencari thtju \@ieRgenaiZsejarah adanya komunitas
pengemis karet, serta sa d ukan tokoh agama dan
masyarakat luar. Hasil p itien\mentinjukkan bahwa munculnya
komunitas pengemis kg%v MM karena faktor geografi
sehingga mengemis dijadikari suatu alternatif untuk bertahan hidup.

Bagi pendu T rupakan suatu
bentuk pen&hmn Rﬁt UA) tif religious-
ataupun miskin secara ﬁ api telah menjadi tatanan
kebudayaan yang menyejarah. Dalam perkembangannya usaha yang
dilakukan masyalN E @NE@ I.lﬂ mengatasi budaya
mengemis di Dusun Karet dilakukan program sosialisasi nilai-nilai
keagamaan yang sebelumnya memang belum dilakukan.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut sama-
sama membahas mengenai potret pengemis dan gelandangan di
Yogyakarta, akan tetapi yang menjadi pembeda dengan penelitian
yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada penanganan gelandangan
dan pengemis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta serta

3 Dandung Budi Yuwono, “Pengemis Dalam Ruang Sosial Muslim. Jurnal
Penelitian Agama, Vol XI1II, No 3 September 2004.
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menelaah peraturan daerah tersebut dengan analisis magasid al-
syariah.

Jurnal ilmiah dalam E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 5,
No. 2 April 2016 dengan judul, Perbandingan Pendapatan Petani
dengan Pendapatan Pengemis di Kota Denpasar.* Jurnal ini
merupakan penelitian yang membahas mengenai perbandingan
pendapatan petani dan pengemis, munculnya pengemis yang tiap
tahun bertambah di Kota Denpasar disinyalir pendapatan pengemis
lebih tinggi daripada petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendapatan dalam satu musim panen diperoleh sebesar Rp17.361000.
Pendapatan petani dalam satu hari paling besar adalah petani cabe

dengan pendapatan Rp 2 edangkan petani jagung mengalami
kerugian sebesar Rp 6}8353131}3%\ saty hari. Pendapatan diperoleh
dari luas lahan 175 1& ata pendapatan pengemis di Kota
Denpasar dalam satu h Q sébe .833, maka dapat disimpulkan
jika pendapatan peng Denpasar lebih tinggi dari
pendapatan petani

Penelitian di atas ‘mem persathaan dan perbedaan dengan

penelitian yang dilakokar - énieliti, persamaan penelitian
tersebut sama-sama membahas mengena1 fenomena pengemis, aka
tetapi pe@NthERt@tuTﬁ sbandmgan nilai
pendapatan pengemis dengan petam Perbedaan dengan penelitian
peneliti lebih terfok engemis dan gelandangan

dalam pandanm Nﬁg id Syariah
Jurnal ilmi Pekalongan, Vol 7,

No 2, November 2010 dengan judul, Strategi Kelangsungan Hidup
Pengemis dan Gelandangan.’ Jurnal penelitian ini membahas
mengenai strategi gelandangan-pengemis dalam berjuang demi
kelangsungan hidup di kota pekalongan dan faktor-faktor yang

“Torkis Joel Simbolon, I Wayan Windia, Sudarma, Perbandingan
Pendapatan Petani dengan Pendapatan Pengemis di Kota Denpasar, E-Jurnal
Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 5, No. 2, April 2016.

5 Maghfur Ahmad, “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan
Pengemis (Gepeng)”,Jurnal Penelitian, Fakultas Syari'ah STAIN Pekalongan, Vol
7, No 2, November 2010. Pekalongan,.
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mempengaruhi munculnya gelandangan-pengemis. Hasil penelitian
menghasilkan bahwa mengemis sebagai strategi kelangsungan hidup
dilakukan dengan berbagai model. Mulai dari cara mengamankan
wilayah operasi, meningkatkan strategi dan teknik mempengaruhi
orang lain agar hatinya tersentuh, seperti dengan berpakaian
compang-camping, mengendong anak, memakai tongkat, pakaian
baju koko dengan alasan untuk amal dan sebagainya. Faktor
munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekalongan
disebabkan adanya paradigma bahwa menggelandang dan mengemis
memiliki makanan membantu orang kaya untuk membersihkan,
mengembangkan, meningkatkan harta, mengemis sebagai panggilan

penelitian yang dilakuka
yang dilakukan peneliti yait - L
hidup gelandangan dan pengemls Perbedaan pada penelitian yang

dilakukan pegmyngﬂ lslA n kebijakan
pemerintah da $J n pengemis
dalam perspektif Maqasnl S{E;[ﬂA M

Jurnal ilmiah dalam jurnal K/M Ilmu Sosial, Vol 3, No 2, tahun

2015, dengan judiN NEIS‘JN&SUS Kehidupan

Pengemis Kabupaten Gorontalo.” Jurnal ini penelitian ini
menjelaskan mengenai kondisi kehidupan pengemis di Kabupaten
Gorontalo serta faktor penyebab menjadi pengemis. Berdasarkan
hasil penelitian, keberadaan pengemis muncul diakibatkan oleh
faktor internal dan eksternal terutama mengenai faktor ekonomi,
pendidikan dan keterbatasan fisik, tetapi disisi lain dari segi
pendapatan yang bisa dikatakan menjanjikan menjadi pengaruh
utama mereka memilih untuk tetap menekuni pekerjaan tersebut.

®Nirman Kasim, Farid Tn Musa, Sainudin Latare, Kehidupan Pengemis
Studi Kasus Kehidupan Pengemis Kabupaten Gorontalo, Jurnal KIM Ilmu Sosiall,
Vol 3, No 2, 2015.
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Penelitian tersebut meski sama-sama membahas kehidupan
gelandangan dan pengemis tetapi dalam penelitian tersebut tidak
membahas mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di
Kabupaten Gorontalo. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti
membahas mengenai penanganan gelandangan dan pengemis dalam
perspektif Magasid al-Syariah.

Jurnal ilmiah dalam jurnal Elektronik Mahasiswa Pendidikan
Luar Sekolah, Vol 5, No 2, 2016, dengan judul, Pemberdayaan
Gelandangan dan Pengemis Melalui UEP (Usaha Ekonomi
Produktif) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta.” Jurnal tersebut ber151kan pemberdayaan gelandangan
melalui Usaha Ekonomi ] gelandangan menJadl binaan
juga membahas men@a@ Nt
pelaksanaan program!) t Bardasarkan  hasil  penelitian
dijelaskan bahwa g%hd i da% pengemis yang berada di

: andangan dan pengemis hasil
para gelandangan dan pengemis
mendapatkan pembméw““ A Lk n agar kedepannya mereka
mampu mendapatkan hidup secara layak dan mandiri. Salah satu
program UN‘PWER%@@%@II pengemis di
lembaga tersebut adalah program usaha ekonomi produktif.

Usaha Ekonomi é..(_t_ program kegiatannya yang
terdiri perika g. Adapun hasil dari
kegiatan usawg njualan di warung,
perikanan menghasilkan ikan lele, pertanian menghasilkan buah-
buahan, sayuran, dan tanaman obat yang diperjual belikan dan
dikonsumsi. Warga binaan baik gelandangan maupun pengemis akan
mendapatkan hasil dalam kegiatan ini dengan sistem bagi hasil.

Adapun yang menjadi penghambat usaha ekonomi produktif antara
lain: kurangnya modal, kondisi alam yang tidak menentu, kurangnya

’ Rina Rohmaniyati, Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Elektronik Mahasiswa PLS, Vol 5, No 2,
2016.
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pendidikan, serta kondisi psikologis gelandangan dan pengemis.
Faktor pendukung pelaksanaan program usaha ekonomi produktif
yaitu: tersedianya lahan yang cukup subur, sarana prasarana
memadai, sumber daya manusia yang dapat dikembangkan, adanya
kerja sama yang luas dalam bidang pelatihan hingga pengelolaan.
Adapun manfaat dari adanya usaha ekonomi produktif bagi lembaga
yaitu mampu menggerakkan organisasi, dapat tercukupinya
kebutuhan pokok seluruh warga binaan. Bagi warga binaan
gelandangan dan pengemis menjadi memiliki kemampuan,
ketrampilan, dapat menabung dan tidak kembali ke jalanan.
Penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan U})emﬁt&./\y(ait/ sama-sama membahas
landa dan| pengemis di Daerah
L% dan penghambat dalam
ar% dilakukan peneliti tidak
an gelandangan dan pengemis,
namun menelaah peraturan ebut dengan analisis maqasid

al-syariah. fb““ﬂj%jﬂ J@ J

Jurnal ilmiah dalam jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 3, No
2, Mei 2004, yd jud ﬁ%$m S$l Ekonomi
Pengemis di Pm ar Apn ian tersebut
membahas mengenai kel@!ﬁanik dari kondisi fisik,
pendidikan yang dimiliki, pendapatan yang diperoleh, dan masalah
yang dihadapi peddendif Jafig)fiedf=di ebofdatan jalan. Hasil
penelitian menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan pengemis
adalah tidak tamat Sekolah Dasar, sehingga mempengaruhi pola
pikirnya tentang masa depan dan motif kerja. Kondisi fisik yang
cacat dijadikan apologi dan pembenaran oleh pengemis untuk
melegitimasi pekerjaannya sebagai pengemis. Pendidikan-pendidikan
non formal yang diperoleh para pengemis ternyata tidak efektif

dalam upaya merubah kehidupannya agar tidak menjadi pengemis.
Pada umumnya pekerjaan mengemis adalah pekerjaan utama bagi

mengenai penanganan  g¢
Istimewa Yogyakarta serta [g(t
penanganannya. Perbedaan fen
hanya membahas mengenai

§ Hairani Siregar, Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di
Perempatan Jalan di Medan, Jurnal llmu Kesejahteraan, Vol 3, No 2, Mei 2004.
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para pengemis sementara sebagian kecil, keluarganya memiliki
pekerjaan tambahan. Besar pendapatan pengemis dapat menjadi
berkisar antara Rp 300.000 — 600.000 per bulan. Hal ini
menunjukkan pendapatan pengemis sudah cukup lumayan. Besarnya
pendapatan ini tidak diikuti oleh perencanaan dan pola pembagian
pendapatan yang tepat sehingga pengemis tetap tidak dapat merubah
kondisi hidupnya. Petugas Trantib (Penjaga Ketenteraman dan
Ketertiban) dari Dinas Sosial adalah masalah utama yang dihadapi
para pengemis dalam mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut meski sama-sama
membahas mengenai gelandang dan pengemis, tetapi tidak
membahas mengenai penanganannya. Sedangkan penelitian yang
dilakukan peneliti mlgbél%'s‘alﬁéng,e ai pelaksanaan penanganan
gelandangan dan peng ilas
maka di sinilah letak p¢ @ adn pe l(h an yang dilakukan peneliti.

Jurnal ilmiah dalan 7 1cxm slamica, Vol 13, No 2, 2016
dengan judul, Penindakan Te ap Séngemls Perspektif Yusuf Al

Jurnal penelitian tersebut menjelaskan pasal 504 dalam kitab undang-
ondans PN/ oo, ST G b pengeis
berdasarkan tempat beroprasi, perbuatan mengemis merupakan
perbuatan kriminal y. ana pelanggaran ketertiban
umum.

Berbagai _]lN]QQNlEﬂSJ Anasyarakat Yusuf Al
Qaradhawi berpendapat seharusnya penindakan pengemis dilakukan
dengan memperhatikan jenis dari pengemis tersebut bukan
berdasarkan tempat di mana melakukan tindakan pengemisan.
Karena adanya bermacam-macam pengemis tentu berimplikasi
terhadap upaya penindakannya, tidak dapat disamaratakan. Hal
tersebut menunjukkan terdapat pengemis yang diharamkan dan yang

? Seva Maya Sari, Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al
Qardawi (Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di
Muka Umum), Justicia Islamica, Vol 13, No 2, 2016.
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diperbolehkan untuk ditolong, beliau membenarkan pemerintah
memberikan hukuman ta’zir terhadap pelaku pengemis yang berpura-
pura. Sedangkan pengemis yang dibolehkan adalah orang yang
benar-benar membutuhkan pertolongan, wajibkan bagi pemerintah
dan masyarakat memberikan bantuan pertolongan untuk pengemis
tersebut dalam meningkatkan taraf perekonomiannya. Cara yang bisa
ditempuh antaranya melalui pemberdayakan infak, zakat dan sedekah
dengan baik serta membantu mereka dalam memperoleh pekerjaan.
Harapannya adalah tidak kembali melakukan kegiatan mengemis,
bukan justru mengkriminalisasi perbuatan pengemis tersebut. Faktor
sering dijadikan alasan untuk mengemis adalah kemiskinan. Hal
tersebut perlu dilihat kemb ]1 tan Aebih 8 ektif dalam menetapkan
hukuman pidana terhadap qpeng ' ! ﬂs f Al Qaradhawi dalam
pendapatnua penindakan mr =V,- emis sangat sesuai dan
strategis terlebih jika dij adikampae An Zataupun pedoman dalam
melakukan pembaharuan %rha kltab undang- undang hukum
pidana khususnya pasal 504; se :
hukum, kepastian dan kema: .

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian ya W\Z WB membahas
mengenai pey na Jm a ﬁWA etapi dalam
tinjauan hukum Islam ( ml Qaradhawi), sedangkan
penelitian dalam tinjauan hukum Islam (Perspektif Magasid
Sariah INDONESIA

Jurnal ilmiah dalam jurnal Inquiry, Vol 7, No 1, 2016 dengan
judul Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT
Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis.'® Jurnal penelitian
tersebut berisi pemaparan tentang permasalahan yang terjadi pada
Gelandangan dan Pengemis. Permasalahan yang dialami oleh para
gelandangan dan pengemis yang berada di Madiun serta sumber
masalah yang dialami oleh warga binaan berkaitan dengan mental
yang tidak sehat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya sikap malas

asyarakat.

1 Tyas Martika Anggriana, Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan
Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, Jumal [/miah
Psikologi, Vol 7, No 1, 2016.
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dan tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik,
menginginkan sesuatu yang instan dan kemampuan bertahan hidup
yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memiliki
persamaan dengan penelitian peneliti yakni membahas mengenai
kehidupan gelandangan dan pengemis. Penelitian tersebut tidak
membahas mengenai penanganannya, dan tidak menggunakan
Perspektif Magqasid al-Syariah seperti yang dilakukan peneliti.

Jurnal ilmiah dalam jurnal FISIP (Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu
Politik), Vol 1, No 2, Oktober 2014 dengan judul Pelaksanaan
Prinsip-prinsip Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasca
Penertiban di Kota Pekanbaru.'' Jurnal ini merupakan penelitian
yang membahas tenta msip-prinsip  dalam  menangani

ISLAM
gelandangan dan  perlgemis ~ faktor penghambatnya.
: , g aru Nomor 12 tahun 2008
erapa prinsip penanganan
gelandang dan pengemis=yan an. Di antaranya adalah

tidak menghakimi, prinsip
gelandangan tidak bisa dipéc A
setiap informasi yani diperoleh dari_gelandangan_dan pengemis

harus dijaga,wm MERr&;I 1;A18 dan prinsip
kesadaran diri. Setelah g studimenemukan bahwa faktor-faktor
yang menjadi hambatsf Mn prinsip penanganan
gelandangan dan i ¢N rupadalah faktor tidak
adanya tempat p!Ma atau mlﬁasi, tidak adanya
dana pemerintah, pegawai pelayanan sosial yang tidak memiliki
pengetahuan dan keahlian dalam menerapkan prinsip-prinsip
tersebut.

Penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dengan

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas
mengenai penanganan gelandangan dan pengemis. Perbedaan

isme di mana setiap
a-prinsip kerahasiaan di mana

"' Erfan Setiawan, Pelaksanaan Prinsip-prinsip Penanganan Gelandangan
dan Pengemis Pasca Penertiban di Kota Pekanbaru, Jurnal FISIP (Fakultas Ilmu
Sosial, Ilmu Politik), Vol 1, No 2, Oktober 2014
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penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian tersebut lebih
terfokus pada prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan
pengemis, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus
pada padangan hukum Islam dalam menangani gelandangan di kota
Yogyakarta.

Jurnal ilmiah selanjutnya jurnal dakwah, Vol 16, No 2, 2015
dengan judul, “Komodifikasi Keagamaan Di Kalangan Pengemis Di
Kampung Pengemis Kota Bandung.”'? Jurnal penelitian ini
membahas mengenai cara pengemis dalam menjalankan syarat
agama sebagai komoditi. Penelitian ini menunjukkan pengemis
mempunyai gaya hidup hedonis yang berorientasi materi. Agama
dipandang khayalan sem fa. IS&smM:ien an teori Karl Marx yang
menyatakan manusia m {f:alls 1 i hanya dalam khayalan
8 masyarakat nyata tidak

mengizinkan manusia megal iff dengan sungguh-sungguh.
Pengemis sejatinya tid nkeagamaan yang mereka
yakini, seperti kegiatan sk idak mengubah pola pikir

dan gaya hidup mere M@ﬁenang memilih menjadi
pengemis, setelah kaya pun mereka tetap menjadi pengemis, bahkan

kegiatan me:Lg.lei $ hingga empat
generasi. Di kalangan pengemls, lah ﬁ an perubahan
terhadap ajaran-ajararl Sl_a A}M dapat menghasilkan
keuntungan secara ekonomi yang sesuai dengan keinginan dan
harapan mereka, @Ia’j kan komodifikasi
agama. Berbagai barang keagamaan di kalangan pengemis muncul
dalam beberapa macam baik dari bentuk, rupa, dan warna. Bacaan
dalam Al-Qur’an, Al-Qur’an itu sendiri, doa, mantra-mantra,
beberapa jenis minyak pengasihan, rajah untuk mendapatkan
kekuatan, persembahan atau sesaji, untuk manusia yang dianggap

keramat, dan setiap barang keagamaan tersebut memiliki nilai tukar
ekonomi.

" Heny Gustini Nuraeni, Komodifikasi Keagamaan Di Kalangan

Pengemis Di Kampung Pengemis Kota Bandung, jurnal dakwah, Vol 16, No 2,
Tahun 2015



19

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun persamaannya membahas
mengenai pola hidup pengemis, tetapi lebih fokus dalam
komodifikasi keagamaan yang dilakukan para pengemis di kampung
pengemis. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus
pada padangan hukum Islam dalam menangani gelandangan dan
pengemis di daerah Yogyakarta.

Jurnal ilmiah selanjutnya jurnal GaneC Swara, Vol 7, No 2,
September 2013 dengan judul, ”Gelandangan Dan Pengemis Dalam
Perspektif ~Ekonomi Islam  (Kasus di Nusa Tenggara
Barat).”'*Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara

deskriptif mengenai Gela Pengemis (Gepeng) dari
Perspektif Ekonomi Islar Uyahil‘cm&f}tkan dengan kondisi riel yang
terjadi di Nusa Tengg 6 Kggiptan meminta itu dapat
menjatuhkan wibawa h @a uSlaannya. Manusia dengan

dilandasi akal pikiran ha gme ané( n potensi yang ada dalam
dirinya untuk berkarya, m®Engh an barang baru meskipun hasil
dari usaha tersebut belum—terft(i Untk—memenuhi kebutuhannya.
Manusia harus yakin balﬁ;u | .ﬂé flya rezeki yang diperoleh
merupakan ketentuan Allah SWT, dan di situlah letaknya keadilan

Allah, jika QMVER S‘l;‘FAbSrja dan jika
semuanya mis lantas _pada lapangan kerja mana atau berapa
produktivitas  dan l&élwAnM menghasilkan  yang
memberikan kehi %1 W melalui beberapa
hadistnya telah mimm mt manusia tentang
bahaya yang menimpa orang yang meminta- minta atau pengemis.
Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam
kepemilikan harta melalui distribusi harta, sehingga orang yang

melakukan meminta - minta sangat dikecam bahkan dapat mendapat
kehinaan di hari kiamat. Islam hanya membolehkan kepada tiga

3 Muhammad Irwan, “Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Kasus Di Nusa Tengara Barat)”, Mataram: Jurnal Ganec Swara
Vol 07, No 2, September 2013.



20

golongan untuk meminta-minta yaitu orang miskin, orang yang dililit
hutang besar dan orang yang dibebani tebusan yang besar.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun persamaannya membahas
mengenai gelandangan dan pengemis namun penelitian tersebut
melihat dari sudut pandangan Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian
yang dilakukan peneliti dari sudut pandang Magasid al-Syariah.

Jurnal ilmiah dalam jurnal Al-IZZAH Vol 11, No. 2, 2016
dengan judul, Fenomena Anak Jalanan di Kota Kendari Dalam
Perspektif Hukum Islam. Jurnal penelitian ini membahas mengenai
faktor penyebab munculnya anak jalanan, serta pandangan hukum
[slam mengenai anak . sil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa a U) ak 5&3 anan di Kota Kendari
disebabkan karna adanya diantaraNya dari situasi
makro, kondisi keluarga ak itu sendiri. Penelitian
terebut juga menjelaska faktn_gg pendorong dan penarik
munculnya anak jalanan ndérpng anak turun ke jalan,
karena adanya desakan dan mi. Adapun faktor penarik
anak turun ke jalan disebabkan adanya keinginan untuk hidup bebas,

hidup yang QMMER Algmyak teman.
Penelitian t galT anak jalanan
dalam hukum Islam, lam pandangan Islam
perlindungan anak memiliki posisi yang fundamental karena sebagai
basis nilai dan pI:N@ @NE& ﬂbahan nasib anak,
selain itu sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam

pendidikan rohani, sebagai prinsip kemuliaan dan peradaban. Hal ini
bertujuan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi yaitu

o 2

yang selalu berada pada garis perjuangan penyelamatan manusia dari
kebodohan, kegelapan, kekacauan, dan kesesatan menuju jalan
kebenaran Allah SWT.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti meski sama-sama membahas

14 Ipadang, “Fenomena Anak Jalanan Di Kota Kendari Dalam Perspektif
Hukum Islam”, Kendari: Jurnal AlI-IZZAH, Vol 11, No 1, 2016.
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mengenai kehidupan gelandangan dan pengemis namun penelitian
tersebut lebih fokus pada faktor penyebab munculnya anak jalanan,
serta pandangan hukum Islam mengenai anak jalanan.

Jurnal ilmiah dalam jurnal Ilmu Pemerintah Vol 4, No. 2 Juli
2011 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2
Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan,
Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar."” Jurnal penelitian ini
membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2008 di Daerah Makassar yang meliputi pembinaan gelandangan,
naka jalanan, pengamen, dan pengemis di Makassar, serta faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah No 2

2008 di kota Makassar. | ——=="*
Penelitian tersebu%ﬂéﬁ@’ mengenai  faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 di

Makassar, riWEIRCSIaE% 131 sosial, (2),

modernisasi, industrialisasi, urbanisasi ahan sosial, (4)
kemiskinan. Adapun l/ l_nA r pendukung pelaksanaan

peraturan tersebut terjalinnya kerj sama antara pemerintah
daerah dan pemﬂ ula51 sebagai dasar
hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan,
pengemis, dan pengamen, (3) adanya sumber daya yang memadai
dalam usaha membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan
pengamen, (4) sarana dan prasarana yang mendukung program

pembinaan dan (5) anggaran yang memadai. Berdasarkan temuan
yang ada di lapangan penelitian tersebut mengatakan bahwa

Asrul Nurudin, dkk, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2
Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan
Pengamen di Kota Makassar”, Makassar: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4, No 2,
Juli 2011.
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penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang
diharapkan selama ini..

Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam membahas
mengenai proses pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
menangani gelandangan dan pengemis. Namun hal yang menjadi
pembeda dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus pada
proses pelaksanaan kebijakan yang ditinjau dari sudut pandang
Magasid al-Syariah.

Jurnal ilmiah dalam jurnal Diponegoro Law Review, Vol 5, No
4, Tahun 2016, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana
Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang”.
Dalam jurnal penelitian ini @€mbshas menggnai formulasi ketentuan
hukum serta faktor yang nup)mpe ruhiZpemberlakuan hukuman
pidana dalam penanggulang 15; g an pengemis.'® Dengan
menggunakan metode per empiris maka hasil
penelitian menunjukkan at| th di Kota Semarang
terkait Penanggulangan Ge an”Bengemis memiliki dua

o

model hukuman yang ditera%béﬂw@.}kuman sosial dan yang
kedua hukuman pidana. Hukuman pidana mengikuti ketentuan Pasal
504 dan Pasa Q ﬁ;!ﬁ.\Aﬂ;ﬁldana yang
menyatakan sa Mﬁ an kegiatan
gelandangan dan pengemII Sttg.bﬂ kan dikenakan sanksi
kurungan selama 3 bulan sampai 6 bulan. Adapun sanksi sosial yang
termuat dalam PerEsITAn 1980 tentang
penanggulangan gelandangan dan pengemis memberikan sanksi
berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Ketentuan pemidanaan untuk pelaku gelandangan dan pengemis
diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No.
5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan tersebut tidak hanya memuat hukuman pidana bagi

gelandangan dan pengemis namun juga memuat ketentuan sanksi
pada masyarakat yang memberi sedekah berupa barang atau uang

'Adrianus  Terry Febriken dkk, “Kebijakan Hukum Pidana
Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang”, Semarang:
Jjurnal Diponegoro Law Review, Vol 5, No 4, Tahun 2016.
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pada gelandangan dan pengemis dengan sanksi denda sebesar
Rp.1.000.000,- atau kurungan selama 1 bulan. Adapun faktor yang
mempengaruhi pemberlakuan hukuman pidana bagi gelandangan dan
pengemis di kota Semarang yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan yang
jelas dan khusus membuat komunikasi antar pelaksana kebijakan
menjadi lebih baik dan terorganisir, didukung dengan sumber daya
tenaga ahli yang cukup memadai.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun persamaannya membahas
mengenai proses pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait
dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Penelitian

tersebut lebih terfokus p i ketentuan hukum serta faktor
pendukung dan penghs mbzl? LS@J‘&gka penelitian yang dilakukan
peneliti lebih fokus pida i gntasi peraturan daerah yang
ditinjau dari sudut panddfig iddl-Syariah.

Jurnal penelitian daldin j iminologi Indonesia Vol 13, No
I, Mei 2017, dengan ju %l "H dang mpak Upaya Koersif Dalam
Penegakan Peraturan Daeratr’Ts ogyakarta Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penangafan /G&an ah dan Pengemis”.'” Adapun

tujuan dari penelitian tersebut mengetahui dampak dari hasil upaya
koersif dafj_Béadidn Dferafifneda [V obdalfma No. 1 Tahun
2014 tentang Penangapan Gelandangan dan Pengemis. Hasil
penelitian menunjukll A} k upaya koersif adanya
penertiban ya 1 m Si mong praja Daerah
Istimewa Yog]m b E tuan polisi pamong
praja melalui razia operasi terhadap gelandangan dan pengemis
dalam tiga tahun terakhir jumlahnya mengalami penurunan meskipun
tidak terlihat perubahan yang signifikan. Hasil penelitian
menunjukkan peraturan daerah tersebut adanya muatan gerakan non

diskriminasi dan kekerasan meski belum berjalan efektif meskipun
akan tetapi pelaksanaannya interaksi sudah berjalan dengan baik.

"7 Mutiaratih Larasati Jannati & Johanes Sutoyo, “Hasil dan Dampak
Upaya Korosif Dalam Penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1
Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis”. Jakarta: Jurnal
Kriminologi Indonesia, Vol 13, No 1, Mei 2017.
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Peraturan daerah tersebut memuat tindak lanjut dalam kegiatan
pembinaan meski belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya
permasalahan terkait dengan lokasi rehabilitasi bagi gelandangan dan
pengemis yang terkena razia. Penelitian tersebut menyimpulkan hasil
dari upaya koersif belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian
tersebut adanya peraturan tentang penanganan gelandangan dan
pengemis menciptakan ketertiban umum yang hampir mencapai
target, beberapa tempat yang sebelumnya lokasi gelandangan dan
pengemis menjadi lebih rapi dan tertata. Dampak negatif timbul
dibalik implementasi peraturan daerah adanya anggap belum siapnya
petugas dalam implementasi perda tersebut yang disebabkan adanya

atas berbeda dengan

1 karya tulis di atas lebih
penanganan gelandangan
fokus untuk menjelaskan

substansi peraturan penapg gan dan pengemis di
Yogyakarta menurut ti iu Magasid  al-Syariah.
Penggunaan teori Magqasid al-Syariah yang menjadi salah satu

pembeda dariw -pgneh IR lnlya s penggunaan
analisis data int€rakti ak at if E& enelitian ini

berbeda dari penelitian sel)g'LZa A M

. Kerangka Teori
1. Negara hukum INDONESIA
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, negara Indonesia
adalah negara hukum, negara hukum dimaksud adalah negara yang
menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan dan
tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.'®
Uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara
yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga
negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan

'8 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretaris
Jenderal MPR RI, 2010), hlm 46.
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hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan
itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi
warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang
sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan
keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.'’

Aristoteles menggagas tentang pemerintahan dalam negara
bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil,
sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan
keseimbangan saja. Kesulitan yang akan membentuk baik tidaknya
suatu peraturan undang-undang adalah dari kecakapan menjalakan
pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik
manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang
adil dapat menjamin ke

Setiap negara padd
berlaku tiga prinsip daiar,
law), kesetaraan di hagapan
penegakan hukum de

(due process of law);

pertentangan dengan hukum

re . 1P, i ting dalam negara hukum
memiliki perlindungan yang/Bamaeg#al protection) atau persamaan
dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum

hanya bol@N'MERn&la@A@ yang di bawah

umur 17 tahun mempugéai hak yang berbeda dengan anak yang ada

di atas 17 tahun. Pe MM alasan yang rasional akan
tetapi perbedam ida ggfn jika tanpa alasan yang
logis, contoh 1 m A gender, agama, dan
perbedaan status seperti antara tuan tanah dengan petani miskin.
Meski demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti
demikian sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara,

termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.?!
2. Sistem Hukum

' Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm 153.

OIbid,,,. him 154,

' Munir Fuad, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), (Bandung:
Refika Aditama. 2009), hlm 207.
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Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan
berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem
hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum
(legal substance) dan budaya hukum (legal culture) sebagaimana
yang dikutip Ahmad Ali dalam bukunya yang berjudul keterpurukan
hukum Indonesia. Struktur hukum menyangkut aparat penegak
hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan
budaya hukum merupakan hukum yang hidup (/iving law) yang
dianut dalam suatu masyarakat.*?

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur adalah kerangka atau rangkanya bagian yang tetap

‘ kum berdasarkan UU No.
8 Tahun 1981 melip & mudéi Kepolisian, Kejaksaan,
: p (Lapas). Kewenangan

hdang-undang. Sehingga
jawabnya terlepas dari

lembaga penegak huku
dalam melaksanakan tu
pengaruh kekuasaan peme Fin (o
b. Substansi Hukum (Lézit
Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata

manusia yam ﬁRrSrl gﬁmga berarti
produk yang dihasilkan orang yang bera alam sistem
hukum itu. Hukum mfir&lg_ Mang mereka keluarkan
dan aturan baru_ yang mereka susun. Substansi juga mencakup
living law (huk‘lmm turan yang ada
dalam kitab undang-undang atau law book.

c. Budaya Hukum (legal culture)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan
sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.
Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat

aruh-pengaruh lain.

2Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Ghalia Indonesia,
2005), hlm, 1-2.
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maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah

pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
3. Hak Asasi Manusia

Negara yang menghargai dan melindungi adanya hak asasi
manusia salah satunya Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal
27, 28A hingga 28 J, 29 (2), 30 (1) dan 33. Selain itu Indonesia
terlibat aktif dalam organisasi PBB dan telah menandatangani
Universal Declaration of Human Right, dengan visi untuk
menghapuskan penjajahan dj-atas-d

Makna hak asasi manlsi AR it dalam Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 Pasal gng enjeldskan, "Hak asasi Manusia
adalah seperangkat hak y leka hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk ?uha pa kuasa dan merupakan
anugerahnya yang wajib @ dzjuB] ng tinggi dan dzlmdungz
oleh negara, hukum sertd: i Narta martabat manusia”

Adanya hak asasi manusia-dipertegas’dalam pasal 2 Undang—Undang
No. 39 Tahun 1999 yan, njadi asas hak asasi manusia di Indonesia
yaitu "NegaraL)M VEH&IW njung tinggi
hak asasi manusia dan san dasay manusia sebagai hak yang
secara kodrati melekati]g n dari manusia, yang

harus dilindungi, Nﬁ d gg emi meningkatkan
martabat manusia l N T

Kesejahteraan hidup dalam masyarakat berkaitan erat dengan hak
asasi manusia. Kesejahteraan sosial pada hakikatnya dalah sejahtera
pada umumnya, yang meliputi keadaan sosial, jasmaniah, dan
rohaniah, tidak hanya perbaikan serta pemberantasan keburukan
sosial tertentu saja, jadi bisa dikatakan merupakan suatu keadaan dan
kegiatan.”’Secara umum kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai
kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk

3 M. Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2006), hlm 5.
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kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makan,

pakaian,

pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan.

Sedangkan kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut:**

a.

d.

Pemulihan dan Penyembuhan (rehabilitatif dan kuratif atau
remedial)

Fungsi pemulihan (rehabilitatify terutama untuk
menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali
dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi
penyembuhan dapat bersifat represif artinya menekan agar
problem sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak
menjalar.  Fungsi  penyembuhan  bertujuan  untuk
menghilangkan hafnbaftah-hambatan atau masalah sosial..

Upaya preve an dalam pencegahan dari

n-tahapan untuk menjaga

fungsionalitas se g)ran in masyarakat dirasa sangat
penting diupayak:
Pengembangan (p@ﬁiﬂm}z{ﬂ@%enml)

Promotzf developmental bertujuan untuk

men%? &ﬁl n masyarakat
agar dapat lebih Mmenin ahtas mereka
sehingga dapat hi ‘S)E&\A le.

INDONESIA

Penunjang (suportif)

Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat
lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat
memperlancar keberhasilan program-program lainya seperti
bidang kesehatan, kependudukan, dan keluaga berencana,
pendidikan, pertanian, dan sebagainya.

Pemberdayaan sosial yang termuat dalam Undang-Undang No 11
Tahun 2009 adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi

¥ Sumarnonugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta:

Hanindita, 1991) him 43.
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warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”> Memberdayakan
seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami
masalah kesejahteraan sosial agar mereka mampu memenuhi
kebutuhan hidup mandiri dan layak merupakan inti dari
pemberdayaan sosial.
4. Magasid al-Syariah Ibnu Asyur
a. Pengertian Perspektif Magasid al-Syariah Ibnu Asyur
Kata Magasid merupakan bentuk plural dari kata magsad,
yang terbentuk dari kata gasada — yagsidu — gqasdan — wa
magsad, yang secara etimologi berarti niat, maksud, atau
tujuan.’® Menurut al-Yubi, kata magsad memiliki beberapa
pengertian, di ant g,m@'—(‘f")"ﬁega gan, mendatangkan sesuatu;
(2) jalan yang lu g(3) lan eseimbangan; 4) pecahan.'
Adapun kata “al-spari
sumber pokok keh{di ilah, al-syari‘ah mempunyai
beberapa pengertidi; adalah ketentuan-ketentuan
yang diturunkan c a hamba-Nya melalui Nabi

Muhammad yang”“ H{MME‘;J akidah, muamalah, dan

akhlak.**Beragam definisi Magasid yang diajukan para ahli ushul
figh i ng sama, yaitu
bahwa ukuxrﬁ LYEﬁm l!eﬂzﬂsﬁlm%nanusm
Magqasid al-s I' ILdA isahkan dari kajian tentang
maslahah. tersebut beralasan karena iya merupakan muara
terakhir dk Anatan hukum Islam.
Setiap hukum Islam pasti berhubungan dengan kemaslatan umat
manusia. Ibnu’ Asyur mendefinisikan maglahah adalah perbuatan

% Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,
Pasal 1 angka (10)

®Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, cet. 25, (Yogyakarta:
Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1123

27 Muhammad Sa‘d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Magasid al-syari'ah
Islamiyyah wa ‘Alagatuh bi al-Adillah al-Syar 'vyah, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah,
1998), hlm. 25-28

2 Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, Kamus lImu Ushul Figh,
cet I (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 196.
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yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu
selamanya atau yang menyentuh pada mayoritas maupun
beberapa orang. Sedangkan mafsadat adalah kebalikan dari
maslahah, yaitu suatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan
atau bahaya, baik berlangsung selamanya maupun tidak,
didasarkan oleh mayoritas orang maupun beberapa orang.”’

Ibnu ‘Asyur juga membagi maqgasid menjadi dua bagian:
magqasid alsyari’'ah al-'ammah dan maqasid al-syari’ah al-
khassah. Magasid al-syari’ah al‘ammah adalah sasaran dan
tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan
manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang
bermanfaat, menjaga Ugam&lahatm,/ menghindari kerusakan,
ntara  manusia, dan
ahn yang telah ditetapkan
al-syari’ah  al-khassah

merealisasikan  pers
melaksanakan syariat s
oleh Allah. Sedang
(maglahah khusus) ad
beberapa orang saja un maslahah bersama, sejak

semula yang menja%ﬁ%%enmk maslahah pada

perseorangan kemudian meluas pada banyak orang sebagai
konse:kueng!1 1 e ER% jemis Jyi agian dapat
ditemukan (!ﬁ!Mr an )](i:i‘:é t dalam al-
sunnah, seperti perlinlis;lﬂ)e&u harta milik orang yang
hilang akal, baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia
sembuh ataupul]N@n@NlEvsiAka harapan untuk
sembuh sangatlah tipis. Urgensi kedua maglahah ini berhubungan
dengan pentarjihan ketika terjadi pertentangan. Apabila hal

tersebut terjadi pertentangan antara maglahah ‘ammah dengan
maglahah khassah maka yang diunggulkan adalah maslahah

th | yang menyentuh pada

¥ Ainol Yaqin, “Revitalisasi Magqashid al-Asyariah dalam Istimbat
Hukum Islam : Kajian atas Pemikiran Muhammad At-Tahir Ibnu ‘Asyur”,Jurnal
Asy-Syiriah, (Vol. 50, No2, Desmber 2016), him, 318.
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‘ammah karena maglahah ini menyentuh kepentingan orang
banyak.*
b. Klasifikasi Maslahah dilihat dari berbagai aspek

Maglahah merupakan muara akhir dalam pensyariatan hukum
Islam, namun demikian tidak semua maslahah bisa dimasukkan
dalam bingkai tujuan syara’. Pengetahuan yang luas atas macam-
macam maglahah tolak ukur batasan-batasan serta tujuan-tujuan
yang diperhatikan syara’ dalam berbagai keadaan menjadi suatu
keharusan guna mengetahui ketentuan yang dapat dipedomani.
Ibnu ‘Asylr kemudian mengklasifikasi maslahah dalam tiga
macam,yaitu:’' Pertama, maslahah dilihat dari segi pengaruhnya
sebagai tlang penopang mat ada tiga tingkatan:

itu tidak direalisasika bahkan jika tidak diindahkan
maka beraktbat-K€ad¥an-manusia akan terjerumus pada

kerusakan 'dan)/kemiisnalian. Bagi Ibnu ‘Asylr yang
dimaksud dengan kemusnahan di sini bukan berarti
UN*[VE R@Tﬁ Seadaan manusia
menyerupai dengan kelakuan binatang, berada dalam
keadaan idgal dan dikehendaki Syari’
M I] dan Rasulullah).

2) M @ Eg ah yang dibutuhkan
umat manusia untuk memperoleh kemanfaatan,
keteraturan urusan-urusannya dengan cara yang baik,
hanya saja jika tidak terpenuhi tidak sampai berdampak
pada kerusakan tatanan yang ada, namun menimbulkan
keadaan menjadi amburadul dalam tidak teratur.

8iti Muhtamiroh, “Muhammad Tahir bin Asyur dan Pemikirannya
tentang Maqashid al-Syari’ah”, Jurnal at-Taqaddum, Vol 5, No. 2, (November
2013), him 271-272

3' Ainol Yaqin, “Revitalisasi Magqashid al-Asyariah dalam Istimbat
Hukum Islam : Kajian atas Pemikiran Muhammad At-Tahir Ibnu ‘Asyu,,,him 320
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3) Maglahah Tahsinyat merupakan maslahah yang bersifat

penyempurnaan tataan umat manusia supaya hidup aman
tenteram dan elok dalam pandangan umat lain, yang
membuat daya tarik bagi mereka untuk berbaur dan
mendekat dengan umat Islam.

Kedua, maslahah ditelisik dari segi korelasinya dengan umat
manusia, baik secara kolektif atau personal yang terpetakah

menjadi dua macam:

32

1) Magslahah kulliyah adalah maslahah yang bersangkut

2)

paut dengan seluruh manusia atau sebagian besar dari
mereka. Misalnya, menjaga persatuan umat Islam dari
a dari  kemusnahan,
melmdungl al- lE an dapi %)apan, menjaga al-sunnah
an hadis-hadis palsu dan
ahatan dan mafsadahnya
anu:ﬂh Menurut Ibnu ‘Asylr
n hajiyat bersinggungan

meliputi semu zuma
sebagian masla

dengan bentuk W‘%}}ﬂ@]

Maslahah  juz'ivah  khassah merupakan magslahah

1%? ng(STﬂ‘B AB uk maslahah
ini banyak terdapat dalam masalah mu’amalah.

Ketiga, ma.slahall &ziui_anAaMek kebutuhan manusia

untuk meraihnja atau menolaknia atau menolak mafsadah yang

mengitarinya,

1y

3

Maslahah  Qathi’ivah  merupakan maglahah yang
ditunjukan dari dalil-dalil secara jelas yang tidak terbuka
celah takwil. Seperti firman Allah swt, surat Ali Imran
ayat 97 tentang perintah Haji.

32Ibid, him 323
3Ibid,,,him 323-324
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be

= = T - - - = o
S Ay Lalp OF PAES oy b ?Lu C,'--UL'; ad

Artinya:

Padanya  terdapat tanda-tanda yang nyata, (di
antaranya) magam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya
(Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji
adalah kewaji iq terhadap Allah, Yaitu (bagi)

orang ya engadakan perjalanan ke
Baitullah. ngingkari (kewajiban haji),
Maka  Se ah  Maha Kaya (tidak

memerluka mesta alam..”*

2) Magslahah fartikan sebagai kemaslahatan
yang dldasw ﬁl‘ dfz%latau ditunjukan dalil dhanni.
Contohnya dalam hadis Nabi "Seseorang hakim tidak
boleh m IS: marah”

3) wmm arti aslahatan yang
awalnya t be atpsnamun setelah direnungkan
lebih m L‘&M pada mudharat. Contoh
mel)N [ j@\ heroin, dan barang-
barang yang merusak atau menghilangkan akal sehat.

c. Pokok-pokok Bangunan Magasid Ibnu Asyur
Ibnu Asyur berpendapat mengenai pengembangan al-

Magqasid yang memiliki empat bangunan pokok dalam Magasid
al-Asyariah yaitu:*

3 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah New Cordova,
(Bandung: Syaamil quran, 2012), him 62.

3 Ainol Yaqin, “Revitalisasi Magqashid al-Asyariah dalam Istimbat
Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad At-Tahir Ibnu ‘Asyu,, hlm 326.
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1) Al-fithrah bersal dari kata ské yang memiliki makna 4ali
yang berati ciptan.’® Imam Muhammad Ibnu" Asyur
berpendapat dalam kitabnya yang berjudul Magqasid Al-
Syari’ah Al-Islamiyah

Gastia JS A 4 o2 g) 23 g (o) aluall)
Dalam pengertian, suatu sistem yang Allah SWT ciptakan
pada setiap makhluk. Fitrah manusia berarti setiap
sesuatu yang diciptakan pada diri manusia, meliputi jasad
dan akal, baik bersifat dhahir maupun batin. Ulama
beranecka ragam pendapat dalam memahami makna
fithrah, ada yang menyatakan yang menancap dalam jiwa
manusia yang 1
ciptaan Allah s isa d1jﬁl kan bukti atas eksistensi
Rabbnya lalu i a% pat mengetahui syari’at-
syari’at  Islamy; rah.  Al-Zamakhsyari
menjelaskan m%gint dengan ciptaan Allah
swt pada diri manusi herima tauhid dan agama

Islam mempak"fﬁﬁkﬂjﬁzj

lbnu ‘Asylr mengklasifikasi fithrah pada dua bagian,

ika jernih).
A M S i
BN

keadaan yan E_ kan agar akal logika
manusia terbebas dar1 keruhnya kebodohan, kebiasaan
yang bbN@E@ IsAsifat yang luhur.
Fithrah  ‘aqlivah  (logika) adalah fitrah  yang
mengantarkan pada substansi dalam esensi sesuatu..’’

2) Al-Samahah (toleransi) memiliki makna (Gsaill Om Jaw s
J& Ldlly yang berarti pertengahan antara kesempitan dan
kemudahan yang bermuara pada substansi adil dan

3 S Askar, Al-Azhar: Kamus Baha Arab-Indonesia, Senayan Publishing:
Jakarta Selatan, hlm 620.

3 Ainol Yaqin, “Revitalisasi Maqashid al-Asyariah dalam Istimbat
Hukum Islam : Kajian atas Pemikiran Muhammad At-Tahir Ibnu ‘Asyu,,,hlm 326
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moderat.®® Dengan terjemahan yang lebih bebas, al-
Samahah dapat diartikan sebagai sikap saling
menghargai. Hal ini adalah sifat yang berada antara
perilaku kelewat batas (al-ifrat) dan perilaku terlalu
menggampangkan sebuah persoalan. Sikap toleransi ini
menjadi pengikat tegaknya makna al-fitrah. Selain itu,
toleransi merupakan karakter mendasar dari umat
Muhammad dan menjadi bagian penting dari sifat-sifat
yang mulia karena di dalamnya terhimpun sifat-sifat lain,
seperti adil dan proporsional dalam bersikap.

Ibnu ‘Asy(r mene;,askan mutiara hikmah toleransi
dalam syari’at

seirama fitrah yang terhunjam

dalam jiwa maﬂt%‘rﬁféfhgan syari’at Islam sehingga dapat
dengan m% Fithrah manusia sejatinya
menjauhkap/dif k€rasan atau tindakan ekstremis,
sebab itulafillya ra.%.cengan prinsip syari’at Islam
yang berdi Dnsi segdra m%\ ersal dan eternal. Hakikatnya
Islam mc%mm fakarr—kemudahan dari perkara yang

menyulltkam “menyusahkan dalam mengamalkan
syariatnya serta menaﬁkan
B)U—NIZW ER)S‘@A!@ setiap manusia
mukmin berkedudukan sama di hadapan hukum Islam.
Tidak a h&l itpun diantara orang kuat,
1na n hukum Islam. Hal ini
wwg ah. Setiap hal yang
dipandang sama dalam fithrah maka diperhitungkan

sederajat pula dalam syari’at Islam. Pandangan Ibnu
‘Asylr berpijak pada firman Allah swt surat al-Nisa’ 135:

¥ Muhammad Thahir Ibn Asyir. Magdsid al-Svari'ah al-Islamiyah, Cet
Ke-2. Yordan: Dar al-Nafa'is, 2001, him 268

*¥Ainol Yagqin, “Revitalisasi Maqashid al-Asyariah dalam Istimbat Hukum
Islam : Kajian atas Pemikiran Muhammad At-Tahir [bnu ‘Asyu,,,hlm 328
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Artinya:
Wahai orang-oyang

bapa dan kaum
Persamaan | Lima3 usﬁ dalam hal penciptaan

menjadi  prinsip aI sawalf’ | dalam  syari’ah Islam.
Hakikatnya mah a berasal dari Nabi Adam

As dari sisi bﬁ Hﬂﬁﬁﬁw%usm Di bumi manusia

memiliki hak yang selaras dengan ﬁthrahnya tidak ada

pe%fyg LICTD mpat tinggal
arena dasar-dasar syara dalam prinsip persamaan

ini tidak me l&l_ A i hak keberlangsungan
hidup manysia ya ahi dalam perlindungan nasab
(hifthéNEﬁlA instrumen untuk
memenuhi  kehidupan (hifdz al-mal). Hak untuk
memperoleh  kehidupan yang layak  dalam
mempertahankan hidup, sebab kelanggengan kehidupan
dalam keadaan yang baik dan bermanfaat bisa terangkum
dalam hifdz al-*aqal dan al-‘iradh.*

al-hurriyah (kebebasan). Kata al-hurriyah memiliki dua
makna; (1) antonim al-‘ubudiyah berarti perbudakan,

yaitu kebebasan berbuat bagi seseorang yang berakal
yang tidak terbelenggu dengan kerelaan atau campur

Ibid..,hlm 329-330
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tangan orang lain. (2) kemampuan seseorang untuk
bertindak pada diri dan segala hal sesuka kehendaknya
tanpa ada pihak yang menentang. Kedua makna tersebut
sejalan dengan yang dimaksud syara’ karena sama-sama
bersumber dari prinsip alfithrah dan al-musawah. Sebab
itu, Umar ra menegaskan: “Mengapa kamu menghamba
pada manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkannya
dalam keadaan merdeka™"'
d. Metode Ibnu Asyur dalam Menetapkan Magqasid al-Syariah
Metode penetapan magasid al-syariah, menurut Ibnu Asyur
terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
1) Istigra (melakukan pengamatan terhadap perilaku
syariat).

m bentuk. Pertama, meneliti
h diketahu ilatnya melalui
yang dikenal dalam ushul

fikih, untul n di%ui hikmah dari hukum-hukum
edua-~dchpan—mengamati dalil-dalil hukum
yang mempunyk 0) ‘illah. Melalui cara ini, dapat

diketahui bahwa ‘illah it merupakan tujuan yang
2)%%%?@%' ‘!;ﬁ %ﬂg mempunyai
kejelasa
nya dalalah lain yang
mzﬁﬂgﬁwg kecil. Menggunakan
dua pertimbangan untuk mengahasilkan kepastian
magqasid al-syari’ah. Pertama, ayat Al-quran yang
bersifat gat iy al-subiit karena semua lafalnya mutawatir.
Kedua, karena dalalah-nya yang bersifat zanniy, maka
ketika terdapat kejelasan dalalah yang menafikan
kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nash
tersebut menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat

“bid..,hlm 330
“Ibid,,,hlm 320
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dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan
magqasid  al-syari'ah ~ yang  digunakan  untuk
menyelesaikan perselisihan antar fugaha’*

3) Menggunakan hadis-hadis mutawatir.

Cara ini terbatas hanya pada dua keadaan. Pertama,
al-tawatir al-maknawi yang diperoleh dari pengamatan
mayoritas sahabat atas perbuatan Rasul. Dengan cara ini
dihasilkan sebuah pemahaman tentang maqasid al-
syari’ah-nya. Di antara contohnya adalah pensyariatan
sedekah jariyah yang sering disebut juga dengan al-habs.

Kedua, al-tawatur al-'amaliy yang dihasilkan dari
seorang atau be erapsl-sdha%at ang menyaksikan amalan
Nabi Muhammd: secai beru'¥a g- ulang, seklranya dari

Tahir Ibn’Asyur seorang Atemporer pada masanya lebih

menekankan pada prmm%ﬂj@‘awah), Fitrah, toleransi

(samalah) dan kebebasan (hurriyah). Muhammad Ibnu ‘Asyur
membagi maqg’wll Eﬁl§l‘lﬂr Isyart’ah al-
‘ammah dan asid al-syarT’ah a 5 %aﬂ al-syari’ah
al-‘ammah adalah sasalasclgn_ AaMarlat yang mencakup
kepentingan dan kemaslahatan manusia_secara umum, sedang
magqasid al-syart’ @@ NJEHSIIJA syariat bersifat
khusus.

Teori magasid al-syari’ah yang ditawarkan Muhammad Al-
Thahir Ibnu Asyur sebagai pisau analisis untuk melihat kemaslahatan
yang terdapat pada peraturan penanganan gelandangan dan pengemis
yang ada di Yogyakarta. Penggunaan teori Maqasid Syariah
Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur dalam melakukan analisis hukum
Islam dipilih karena dalam perumusannya istimbat lebih mencakup
kebutuhan hak asasi manusia yang lebih kontemporer.

$Bin Zaghibah ‘lzzuddin, al-Magqasid al-'Ammah li al-Syari‘ah al-
Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Safwah, ,1996), hlm. 144
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BAB 111
METODE DALAM PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu
penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum
normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.'Jenis penelitian hukum empiris,
menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang
memperoleh datanya dari_data primer atau data atau data yang
diperoleh langsung darf masyarakedt.” Penelitian ini berkaitan dengan
peraturan yang meng }ﬁr an@ gelandangan dan pengemis
itatif serta reintegrasi sosial
asi penanganan gelandangan
>.cajinya dalam Magasid Al-

dikaji apakah sejalan
dan pengemis di lapang:
Syariah.

2. Pendekatan penehtfv““ ﬂj&:ﬂj@}

Pendekatan yang digunakan dalam peneletian ini adalah

pendekatap Et%sxll%@m Pendekatan
sosiologi adala pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan
masyarakat lengkap I:&I_ Mlsan serta berbagai gejala
social lainnya erk suatu fenomena sosial
dapat dianahsﬁﬁa&% endorong terjadinya
hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang

mendasari terjadinya proses tersebut’ Sedangkan pendekatan
normatif adalah pendekatan yang memandang masalah dari sudut

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010)
hlm 35.

2 Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto
Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him 154

? Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Y ogjakarta: academia,
2010), hlm 206.
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legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah
hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.’
Penelitian ini yang menjadi gejala sosial di masyarakat adalah
perilaku mengelandang dan mengemis kemudian dipandang dari
sudut pandang Magasid Syariah. Pendekatan sinkronisasi hukum,
yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara
vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada
sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.’
3. Sumber Data
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian
hukum normatif dan empiris. Maka sumber data dan bahan

a.

Primer

Data Primer
yaitu penelitianf‘uy
masyarakat.” Su %ber

hukum penelitian yang di (gutﬁkaﬁaladal/ah sebagai berikut.
g Z

hasil penelitian empiris,
an  langsung di  dalam
her yaitu data yang diambil
dari sumbernya pan, melalui wawancara

dengan pihak b%ﬁ%‘éﬂgﬂ@}m responden yang dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan

reod] IV R L T R v

berwenang dISLﬁanl Kota Yogyakarta.
Petugas rehabilitasi dan klien di Camp Assessment.
Petugai N. @NE &'Ata dan pelaku
gelandangan dan pengemis di sekitar Yogyakarta.
Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau
pendukung data primer. Data sekunder merupakan data
yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan

* Ibid., hlm, 190.
5 Meray Hendrik Mezak,, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian
Hukum?, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol, No3, Maret

2006.

 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
& Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hIm, 156.
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antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang
mengikat.” Beberapa dokumen yang digunakan sebagai
data sekunder dalam penelitian ini, antara lain.
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945
2) Undang Undang Republik Indonesia No. 13
Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang

AR
A
4) Kié&b Undanglgldang Hukum Pidana

Teptt: Ketertiban Umum, Pasal
50
5) Pe rﬁnah No. 31 Tahun 1980

Te angan  Gelandangan  dan

P
6) Pe@mmMJL r No. 16 Tahun 1956
Tenta é pu emls Fakir
UNI g‘lﬁi Terlantar, di

lt:% sar Yogyakarta.
No. 100 Tahun 2015
dan Fungsi Dinas
I N mgaﬁﬁﬁ! ekms Pada Dinas
Sosial.
8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta No 36 Tahun 2017 Tentang

Penanganan Setandar Operasional Prosedur
Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

2 Soerjo Soekanto dan Sri Mamujid, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Cv Rajawali Pers 2004), hlm 12-13.



42

9) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.

10) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peneliti memakai dua teknik pengumpulan data, pertama
interview atau wawancara dengan cara memberikan kuesioner
atau pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di
Yogyakarta seperti: petugas Dinas Sosial Yogyakarta, petugas
rehabilitasi di BSKL dan Camp Assessment, serta beberapa
gelandangan dan pe g}edﬁ-?ah’g ala di tempat rehabilitasi.
Kedua, teknik  dokum d% ukan peneliti  melalui
penelusuran peratura
pengemis sebelum dlﬂlgj
2014.

Lokasi Penelitain

Lokasi penelitian W%Mﬁ@&a Yogyakarta. Sedangkan

institusi yang menjadi sumber data antara lain:

w NIV ERSITAS
c. Panti Sosial q;@m AyMa

Analisis Data

Analisi d N@M&Mrmes penyusunan
data agar dapat ditafsirkan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata
atau lisan. Inti dari analisis data kualitatif adalah ingin
memahami situasi sosial (obyek) menjadi bagian-bagian,
hubungan antara bagian dan hubungan antara keseluruhan.
Peneliti menggunakan teknik Miles dan Huberman dalam
melakukan analisis data atau disebut analisis data interaktif, yang
terdiri dari empat tahapan yaitu:®

 Malthew B. Miles, dan A. Michael Huverman, 4nalisis Data Kualitatif:

Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, terj. Rohendi Rohidi, (Jakarta:
Uneversitas Indonesia Press, 2014), him 15.
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a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta
mencari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi
diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.
Reduksi data yaitu meliputi semua data di lapangan dianalisis
dan dirangkum, selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok dan
difokuskan pada hal-hal yang penting. Tema dan polanya
dicari sehingga tersusun secara sistematis dan mudah

dipahami. (ﬁ
b. Display Data (Pc,uyajl%ﬁﬁ%a)i

Langkahése ap pdalah  menyajikan data.
Penyajian data tila lagh| bentuk teks naratif, uraian
singkat, bagan, ﬂubu anmar kategori, dan sejenisnya.
Penyajian data %emu anidilam memahami apa yang
terjadi di lapangar; dan anakan langkah selanjutnya
berdasarkan apa’t idah/ dipahami. Display data

merupakan teknik yans dilakukan supaya data yang

dipdrojdfindh & hafe daifican menjadi lebin
jelas terkai im tasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 te m landangan dan Pengemis.

B W {]p| —
Tl m E‘ [ﬁ( analisis data yang

dilakukan dengan tujuan untuk mencari makna dari data-data
yang kemudian disimpulkan. Pada awal kesimpulan data
masih kabur dan keraguan tetapi dengan bertambahnya data
dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya ditemukan
dengan mengelola data di lapangan. Kesimpulan penelitian
kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas,
sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan
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meliputi hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis
atau teori.

verifikasi menjadl gan
sebagai rangkaian
berkaitan.

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Penetapan Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun
2012 mendefinisikan gelandangan sebagai orang-orang yang hidup
dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang
layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai mata pencarian
dan tempat tinggal yang tetap. Sesecorang disebut gelandangan

apabila mereka tidak memiliki da penduduk (KTP), tanpa
tempat tinggal yang past @tau {'eﬁp, a penghasilan yang tetap,
tanpa rencana harian den zé a k pun dirinya.'

Adapun pengemis,-d ggr lan sebagai orang-orang
yang mendapat penghasil § de emimta-mmta di tempat umum
dengan sebagai cara dan gasan uk gengharapkan belas kasihan
dari orang lain. Peng en iteria; mata pencarian
tergantung belas kamh&n-’zb Ujﬁ%n; berpakaian kumuh dan

compang-camping, berada di tempat-tempat ramai atau strategis dan
memperalat k}ﬁb‘ h&i orang lain.
Gelandangan dan p p baglan dari masalah
kesejahteraan sosial ngyinad& Mah perkotaan atau sub
urban. Masalah srmﬁm K berkaitan sangat
berkaitan dengan' pe a ia r 1 "dalam masyarakat

serta sebagai akibat dari pembangunan kota.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan daerah tujuan
wisata memiliki daya tarik tersendiri bagi warga masyarakat untuk
mendapatkan sumber mata pencarian. Acap kali masyarakat kurang

mampu dari berbagai wilayah pedesaan, baik yang masih berada di
dalam wilayah atau di luar wilayah Daerah Istimewa datang ke

! Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
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daerah perkotaan dengan menjalani berbagai profesi, seperti tukang
becak, pemulung, pengamen, buruh gendong, dan lain sebagainya.
Beberapa di antara mereka hidup dengan menjadi gelandangan dan
pengemis atau bergabung dengan komunitas jalanan lainya.
Gelandangan dan pengemis dapat dilihat dari berbagai
perspektif. Dari perspektif hukum, tindakan mengemis dan
menggelandang termasuk kategori tindakan yang melanggar hukum.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk
Pelanggaran Ketertiban Umum, Pasal 504 dan 505 menyatakan:*
(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena
melakukan pengemisan dengan pidana kurang paling

(2) Pergelandang E ya %m tiga orang atau lebih,
as tahun, diancam dengan
An.

n pengemis dapat dilihat
sebagai fenomena pe masyarakat. Tindakan

menggelandang dan mengﬁﬁ’ﬂmg@g faktor sosial modern yang

dikenal sejak adanya pengembangan wilayah dan pembangunan. Hal

ini ditimbulka ﬁﬂ I!l Al penduduk di
suatu wilayah~dan pertumbu an wilayah perkotaan, hal ini yang
mendorong masyarakal SIL ﬁIM(an kehidupan menjadi

lebih baik dengan melakukan perpindahan ke w1layah perkotaan atau
bisa disebut deng &@éfm

Sudut pandang yang lebih krms adalah keberadaan warga
miskin di wilayah perkotaan merupakan kegagalan pemerintah dalam
menyejahterakan warganya. Pandangan ini pemerintah belum
mampu mewujudkan kesejahteraan bagi warganya yang menciptakan
kesenjangan dan terkesan tidak adil. Pemerintah dinilai memihak
kepada golongan masyarakat yang lebih mampu dan mengabaikan
golongan yang kurang mampu.

? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ketiga BAB II Pelangaran
Ketertiban Umum Pasal 504 dan 505
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Hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
membutuhkan kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis
yang secara menyeluruh dapat menjadi landasan hukum dengan
ketentuan-ketentuan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi
masyarakat. Peraturan daerah menjadi salah satu pilihan yang
didapatkan melalui proses demokrasi yang menjadi komitmen politik
legislatif maupun eksekutif.

Peraturan daerah diharapkan menciptakan ketertiban
masyarakat terkait keberadaan gelandangan dan pengemis
Pemerintah Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu
peraturan berupa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014. Proses pen peraturan  tersebut mendapatkan
¢ai frakstDPRD) Adapun fraksi tersebut antara
lain PKS (Partai Keqﬁlan ial), gmokrat, PAN (Partai Amanat

Indonesia Perjuanga y% Pembangunan Nurani Peduli
Indonesia Raya) dan
memiliki opini berbeda—seéHfingga—ne
untuk mencapai keseéaf@é&ﬂ 1 a.- @J Pendapat akhir dari berbagai
fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang penanganan

gelandange.? EV@EB% ahan acara No. 3
Tahun 20 aﬁa sebagai beri s‘jﬁrﬁ@

a. Fraksi PKS (Haftai Keagifdn gejhtera)
Terkait angan be eraturan Daerah Istimewa
Yogyallﬁ e&% angan dan pengemis,
fraksi PKS memberikan beberapa masukan, di antaranya:

1) Penanganan gelandangan dan pengemis di DIY
dimaknai sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan
martabat sosial masyarakat dalam rangka menjalakan
Pasal 34 UUD 1945 di mana fakir miskin dan anak

terlantar mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan
pelayanan umum yang memadai.

3 Sumber: Bahan Acara No. 3 Tahun 2014 mengenai rancangan peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
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2)

3)

4)

Konsep dalam peraturan daerah yang tertuang dalam
Raperda ini belumlah menyentuh secara signifikan inti
dari masalah penanganan gelandangan dan pengemis.
Fakta ini membuktikan bahwa gelandangan, pengemis
dan anak jalanan adalah kelompok yang termasuk dalam
kemiskinan inti (core of  poverty) di perkotaan
menangani kelompok sama halnya mencoba menangani
kemiskinan yang tersulit. Kelompok gelandangan,
pengemis dan anak jalanan merupakan kelompok khusus
yang memiliki karakteristik dan pola penanganan khusus
terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup

mereka, bagajiman®k6rsep penanganan yang efektif?.

Seperti kita kefa lain Raperda seperti ini
hanya mampu ammasalah di atas kertas dan
sulit diimplen f lapangan.

Kebijakan penangg landangan dan pengemis
diharapkan dd soldsi yang permanen, bukan

sebagai kebuémﬂf@h tenggelam. Oleh karena

itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif di dalam
i IW‘ER@ITAS

Pola penanggulangan ge andangan dan pengemis secara

terpadu aka blem pokok masyarakat

perko an pada saat ini sa depan. Hal ini akan

m‘ﬁ g‘lll bldang ketertiban

dan keamanan. Oleh karena itu, perlu konsep tentang

peraturan daerah yang implementasi dan
mengedepankan upaya preventif.

b. Fraksi Demokrat

Adapun tanggapan dari fraksi Demokrat terkait pembentukan
Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai
penanganan gelandangan dan pengemis adalah sebagai
berikut:*

rancangan
Gelandangan dan Pengemis

4 Fraksi Demokrat dalam: Bahan Acara No. 3 Tahun 2014 mengenai
peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanganan
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Pada BAB II, bagian Kesatu Pasal 5 Raperda ini dalam
pelaksanaannya sulit dan seperti menjadi beban tak
berkesudahan, untuk itu Gubernur perlu
membudidayakan awal dan dasar pada lapisan
masyarakat yang dimaksud melalu SKPD sampai lurah,
duku, RW, RT dan tokoh masyarakat, untuk secara terus
menerus secara informal memberikan landasan berpikir
yang menjauhkan dari sifat malas, mendorong berpikir
kreatif produktif, dan memiliki martabat yang standar.
Daerah Istimewa Yogyakarta seakan menjadi keajekan,
apabila musim libur banyak sekali pengemis yang
menempati te atan di berbagai wilayah

Yogyakarta, dan lﬁi{‘aﬁ"?’\ahasi lagi bahwa pengemis itu
lebih  membe @(a i a% enghasilan lebih tinggi
daripada merljg:_ﬁi ayu atau tukang bangunan di
desa-desa, di glan berbagai laporan literatur dan

. = ) b %
media masa, Zpeng ilan —pengemis di perempatan,

dengan waktupagi saniparsgre sekitar Rp. 75.000 s/d
Rp. 200.000 A himbauan tertulis melatui
poster yang ditempel, untuk pengguna jalan, tidak
Ao P okl g S pengemis
masih banyak_ada di perempatan jalan (ini termasuk
katagori p LUAI tapi ada banyak juga

pengemis - isina, tidak mendapat
keseMﬁmr ditolak bekerja,
sehingga terpaksa mengemis (katagori betul-betul
miskin). Situasi demikian dianggap seperti lingkaran

setan yang menjadi sebab yang tidak berkesudahan.
Fraksi partai demokrat menanyakan pada Gubernur,

bagaimana rumusan formula yang paling tepat, untuk
mengatasi kondisi tersebut.

Gelandangan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup
banyak dan bervariasi. Melihat situasi seperti ini
diperlukan sikap tegas pemerintah dan langkah-langkah
strategis yang berkesinambungan sehingga dapat
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mengangkat masyarakat Yogyakarta secara seluruhnya,
apalagi mengingat human growth index daerah
Yogyakarta, masuk dalam 5 besar terbaik di Indonesia,
hal ini seharusnya menjadi warming bagi Gubernur
untuk lebih perhatian dan menyikapi secara tepat dalam
program rehabilitasi.

c. Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)
Fraksi Partai Amanat Nasional sependapat dengan pidato
pengantar gubernur Yogyakarta bahwa:’

1)

2)

3)

4)

Faktor dominan yang mempengaruhi banyaknya
gelandangan dan pengemis antara lain faktor kemiskinan
dan sikap me 2)'511 thasgardkat.ferbatasnya lapangan kerja
yang tersed E c mﬂl nya pengetahuan dan

apkan akan berfungsi sebagai

acuan dalam {t;g;r‘i "}ﬂ@indangan dan pengemis di
Daerah Istimewa Yogyakarta Fraksi PAN berpendapat

W E) IGFAP$1ayaan belum
memberikan gambaran yang jelas fentang alokasi
anggaran yl@&suﬁr APBD Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Dala aD@NEﬁlI’LA ditegaskan bahwa
penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan
berdasarkan asas non diskriminatif. Berdasarkan atas hal
itu perlu juga diperhatikan kemungkinan akan
bermunculan droping gelandangan dan pengemis yang
berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fraksi PAN berpendapat bahwa pengaturan mengenai
peran masyarakat dalam penanganan gelandangan dan

° Fraksi Partai Amanat Nasional dalam: Bahan Acara No. 3 Tahun 2014
mengenai rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis
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pengemis perlu lebih diperjelas termasuk peran serta
mereka dalam pembiayaan.
BAB V pasal 17 draf raperda diatur mengenai larangan
memberi bagi setiap orang/ lembaga/ badan hukum.
Namun pada pasal 17 ayat 2 diatur tentang pembolehan
tanpa dikaitkan dengan pasal 17 ayat 1.
d. Fraksi Golkar (Golongan Karya)
Pandangan umum faksi Golongan Karya berpendapat bahwa:®

1) Gelandangan dan pengemis adalah masyarakat yang
hidup dalam  kemiskinan, kekurangan,
keterbatasan, kesenjangan dan hidup secara tidak layak
dan tidak berpaartab Penanganan gelandangan dan

5)

rentan

pengemis per| modillgffuﬁe'l\ﬁ\ d?l

pan langkah-langkah yang
ambungan serta memiliki
jkan harkat dan martabat

kan kesejahteraan sosial

Partai Golongan Karya

ngandung miansd pendekatan yang bersifat
preventif, rehabilitatif dan pemberdayaan. Sehingga
AN bR ] Tl catannye
upaya-upay: ma i agar dilakukan dengan

pendekatan an dengan ketentuan

AN i@} N = ve W
Kebefada De m Tng is di ruas-ruas

jalan dirasa mengganggu ketertiban sehingga dalam
penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan
koordinasi secara lintas sektoral bersama SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Penanganan gelandangan dan pengemis perlu dukungan
dari berbagai lapisan masyarakat. Pemberdayaan yang
diupayakan tidak mudah dilakukan karena menyangkut

2)

3)

® Fraksi Golongan Karya dalam: Bahan Acara No. 3 Tahun 2014
mengenai rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis
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sikap mental gelandangan dan pengemis itu sendiri yang
berupa kemauan untuk berubah atau tidak.

e. Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan atas rancangan Peraturan Daerah No. 1 Tahun
2014 adalah sebagai berikut:’

1) Pada pasal 6 ayat (6) tidak dijelaskan mengenai bentuk
penyuluhan bimbingan dan bantuan sosial.

2) Pada pasal 15 disebutkan pembiayaan kegiatan
penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh
pemerintah daerah dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan UsiahSLA)b‘lar}l Daerah,  pemerintah
kabupaten/KE da au sﬁ ber lain yang sah serta
tidak mengikai §¢ er@g n ketentuan perundang-
undangan ya aﬁ PDI perjuangan meminta

penjelasan rap per

padahal sum@fﬁ%ﬁﬂﬂ@‘uga perlu penjelasan.

3) Pada rancangan peraturan daerah ini belum mengatur

A R s elkn

keglatan mengemis.

4) Pada pasall gL A M penjelasan lebih lanjut
mengenai kalimat selaras dengan kewajiban hukum yang
masm lé tan jabatan.

f. Fraksi PNPI Raya (Pembangunan Nurani Peduli Indonesia
Raya)
Fraki Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya
mengajukan pendapatnya mengenai draf peraturan daerah
tersebut bahwa:*

7 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam: Bahan Acara No.
3 Tahun 2014 mengenai rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

§ Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya dalam: Bahan Acara
No. 3 Tahun 2014 mengenai rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
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1) Terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis
maka kita berhadapan dengan perilaku individu yang
menggelandang dan mengemis yang diakibatkan sikap
mental sehingga sangat sulit untuk direhabilitasi atau
akan kembali menggelandang dan mengemis setalah
selesai proses rehabilitasi.

2) Undang-undang mengamanatkan kita bahwa
gelandangan dan pengemis dipelihara oleh negara,
namun disisi lain kehidupan negara juga tergantung
kemampuan pendanaannya oleh karena itu, bagaimana
menyinkronkan  antara  kewajiban  negara  dan

kemampuan itas program seperti apa
yang telah di penanganan gelandangan
dan pengem nidna keberhasilan program
tersebut? Dj crti a wterjadi  kekurangan yang
berdampak 4 rang) foptimalnya  penanganan
gelandangan

3) Bagaimana anus tgrhadap gelandangan dan
pengemis dari”h ng beroperasi di Daerah

Istimewa Yo ﬁ engingat salah satu cara
Mi‘ﬂl‘m élm landangan ke
wilayah laiigﬂnﬁmﬁxrena tidak dikenal oleh
masyarakat.

4) Mentr i jach I'a%yang menjanjikan
telah " terb n 1 atas UMP oleh

karena itu apakah pemberdayaan yang dilakukan efektif
jika penghasilan lebih rendah dari pengemis.
g. Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
Dalam pandangan umum fraksi kebangkitan bangsa memberi
masukan bahwa:’
1) Berkaitan dengan judul perda: “penanganan gelandangan
dan pengemis” menurut kami perlu ditambah dengan

° Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam: Bahan Acara No. 3 Tahun
2014 mengenai rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis
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2)

3)

anak jalanan, sehingga bunyi raperda adalah penanganan
gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Mengingat
bahwa anak jalanan juga merupakan sebuah problematik
yang sama dengan gelandangan dan pengemis. Fakta
membuktikan bahwa gelandangan, pengemis dan anak
jalanan adalah kelompok yang masuk dalam kategori
kemiskinan yang memiliki karakteristik dan pola
penanganan khusus.
Masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini
rupanya cukup memusingkan, salah satu alternatif
penyelesaian masalah tersebut adalah dengan membuat
rancangan raﬁﬁd,nANiaer tentang penanganan
gelandangan, q)eng ' dﬂa anak jalanan. Namun
demikian 'a B DA 9. gan bahwa sebelum

ama agar nantinya tidak saling
dl:?; iantara sesama instansi

penguatan jejaring k

melempar tan
pemerintah daerah.

ORIz S
métiliki’ dimensi Vang “sanigat Kompleks™ Dalam upaya

merumuskaxl wlﬁ rangka penanganan
permasalahan tersebut tentunya diperlukan data dan
faktal B lapda Epé dan anak jalanan.
Untuk itu seberapa banyak gelandangan, pengemis dan
anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta
selama ini apa yang telah dilakukan untuk penanganan
permasalahan tersebut.

s

Sepanjang melalu perdebatan panjang antara anggota dewan

serta membutuhkan 4 kali rapat paripurna barulah pada tanggal 27
Februari 2014 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun
2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis ditetapkan.
Ditetapkannya peraturan daerah tersebut diharapkan pada tahun 2015
Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terbebas dari gelandangan dan
pengemis.

Adanya peraturan daerah tentang penanganan
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gelandangan dan pengemis merupakan bentuk komitmen pemerintah
Yogyakarta dalam mengatasi kesejahteraan sosial, meski dalam
proses pelaksanaan tidak terlepas pro kontra dari beberapa pihak.
Beberapa pihak mengatakan peraturan daerah tersebut melanggar
HAM karena dianggap merampas kebebasan dalam hal tolong
menolong, namun tak sedikit yang mengatakan peraturan daerah
tersebut salah satu solusi untuk mengatasi gelandangan dan pengemis
yang ada di Yogyakarta. Banyaknya dukungan serta penolakan dari
berbagai pihak namun perda tersebut masih berjalan sampai saat ini,
dan tercatat sudah berjalan selama 4 tahun sejak perda tersebut
ditetapkan.
2. Implementasi Peratu
Tahun 2014 Tentang
di Kota Yogyakarta.
Gelandangan dan

imewa Yogyakarta No. 1
landangan dan Pengemis

ng marak di Provinsi Daerah
a mi¢fupakan warga pendatang
atau bukan penduduk a yakarta. Meningkatnya jumlah

gelandangan dan pengen;\gﬁgj ]ngrkotaan terutama di D.L
Yogyakarta dipicu oleh—b };ﬂj} iktor, salah satunya status
Yogyakarta sebagai kota pariwi njadi pusat perputaran
ekonomi bagtmwfgmgjﬁﬁ infrastruktur
yang baik jika dibanls( n denga erah lain, kesenjangan
ekonomi masyarakat, IHKM Pada saat-saat tertentu
jumlah gelandan Q'NEI§ yakarta akan melonjak
drastis. Sebagai contol™pada=Saat | n ulan suci Ramadan.
Pada bulan Ramadhan, yang mana mayoritas umat muslim akan
lebih giat melaksanakan ibadah salah satunya dengan bersedekah.
Hal tersebut akan menjadi kesempatan bagi gelandangan dan
pengemis untuk mendapatkan uang. Masa libur hal ini menjadi daya
tarik terhadap gelandangan pengemis ke Daerah Yogyakarta
banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Usaha untuk menciptakan kota Yogyakarta yang bebas dari
gelandangan dan pengemis pemerintah kota Yogyakarta membuat

produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan
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Pengemis. Produk hukum peraturan daerah tersebut bertujuan untuk
meningkatkan harkat dan martabat gelandangan supaya tidak
dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Upaya penanganan gelandangan dan pengemis pada dasarnya
sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis. Menurut ketentuan pasal 2. penanggulangan gelandangan
dan pengemis dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali
gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang
menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para
untuk memiliki kembali kemampuan
penghidupan yang layak
% 3 dalam Peraturan Daerah

gelandangan dan pengemis

guna mencapai taraf hidup
sesuai hak dan martabat fifénus
Istimewa Yogyakarta N& |
gelandangan dan pengem% An Gntuk mencegah terjadinya
it
o)

gelandangan dan penge berdayakan gelandangan dan

; : D .
pengemis, mengembalikan— wangad dan pengemis dalam
kehidupan yang bermartabat,) da ﬁﬁ@ﬂtakam ketertiban umum.'’
Adapun untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya peraturan daerah

tersebut men@iNtW LE/RHSII%’@

a. Upaya Preventif

Peraturan Pemerl@&pm(Mxesia No. 31 Tahun 1980
Pasal 5 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
yang dimakiﬁ{b&iﬁéﬁﬁ usaha mencegah
timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat,
yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok
masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya
gelandangan dan pengemis. Mencegah lebih baik daripada
mengobati. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah yang

mendahulukan upaya preventif atau pencegahan agar tidak ada
pergelandangan dan pengemisan,.

19 Peraturan Daerah Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Pasal 3 Tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis
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Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 “
menyebutkan bahwa upaya preventif adalah usaha yang
terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan
pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan, serta
pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya
dengan gelandangan dan pengemis™.'' Sebagai ketentuan pasal 5
Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis
bahwa tujuan dari upaya preventif adalah untuk mencegah
terjadinya pergelandangan dan pengemisan, yang ditujukan bagi
masyarakat sangat miskin, tinggal di tempat hunian yang tidak
layak atau tidak sah, sedangkan upaya preventif dilakukan
melalui beberapa tahap ‘g,l antaranya; *

1) Pelatihan ke pila pang, dan  perluasan
kesempatan -u 3. (P annya tahap ini dilakukan
oleh dinas tenag ﬁ n transmigrasi dengan
berkoordinasi lain di lingkungan

pemerintah sesuai  dengan

kewenan ganny
-

Gambar. 2 Bimbingan Pelatihan Ketrampilan
Pertukangan Kayu

'! Peraturan Daerah Yogyakarta No | Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis Ketentuan Umum Pasal 1

12 pasal 5 avat (1), (2), (3), Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017
Tentang Standar Oprasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
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2)

3)

4)

5)

Dalam rangka pencegahan gelandangan dan
pengemis di jalan petugas-dinas memberikan beberapa
pelatihan diantarnya pelatiban pertukangan kayu.
Pelatihan yang diadakan diharapkan dapat membekali
warga untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia
serta dapat melangsungkan kehidupan yang layak sebagai
warga Indonesia.

Peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan oleh dinas
bidang kesehatan dengan pemberian jaminan kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan
terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin.

Fasilitas tempat’ tinggal yaitu penempatan di rusunawa
atau hunian lainrdengan harga yang terjangkau melalui
subsidi dari pemerintah. Pada pelaksanaannya program
dilakukan oleh; pemerintah “daerah atau kota sesuai
dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daergh
masing-masing.

Peningkatan pendidikan, | dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui fasilitas
layanan~pendidikan-formal¢SD; SMPASMA, SMK, SLB
inklusi untuk anakSesuai jefjang usia sekolah, Selain hal
tersebut memberikan faSilitas Jayanan pendidikan non
formal berupa Paket A, B, dan C melalui kegiatan belajar
di masyarakat.

Penyuluhan dan edukasi dilakukan oleh dinas sosial.
Dinas ini secara langsung terjun ke masyarakat untuk
memberikan edukasi melalui berbagai media seperti
media elektronik, dan budaya. Seperti pada tahun 2017 di
mana dinas sosial melakukan penyuluhan dan edukasi
kepada masyarakat menggunakan media wayang cakruk
di desa.
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Gambar. 3 Penyuluhan Sosial Melalui Media
Kesenian di Desa Condongcatur, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, DIY

Pemilihan wayang cakruk sebagai media penyuluhan

dikarenakan dj-era-mittenmial memerlukan kiat dan
kreativitas yang dinamis, supaya dapat menarik serta
dinikmati oleh| genem Kekinfian maka dipilihlah wayang
cakruk yang |dihaditka® secara kontekstual zaman.
Pertunjukan wayang yang disesuaikan dengan isu-isu
aktual yang berkembang \dimasyarakat.>

Pemberian informasi: ( di-.tempat umum, dalam
pelaksanaannya~difakukan ‘dengan pemasangan baliho
atau _spapduk ditempat-tempat._vang  strategis yang
befisikan\lardugat_méfigemis kdan rehggelandang, atau
pun, larangangmemberj, uang jatau berapung kepada
pengemis dan geﬂlﬁﬁdmgan

Gambar. 4 Poster tentang larangan memberikan
uang receh di jalan.

"* hitp://dinsos.jogiaprov.0.id/?p=3477 pada Selasa, 24 November, 2018
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Pemasangan baliho atau media cetak di
persimpangan lampu merah dipilih karena dianggap
sebagai tempat yang strategis yang mana gelandangan
dan pengemis sering memanfaatkan tempat tersebut
untuk mendapatkan uang atau barang dari belas kasihan
orang-orang yang berhenti di persimpangan lampu
merah. Dalam ranah upaya preventif selain memberikan
informasi berupa pemasangan baliho di tempat umum,
namun juga melalui media elektronik, dan pengawasan
langsung oleh petugas, Bapak Baried Wibawa petugas
dinas bidangan rehabilitasi menyampaikan bahwa:

“Untuk sosidlisasi /dari dinas misalnya membuat
baliho, meldlui media <etak, media elektronik,
kemudian ada pefiigas, khusus menjaga di titik-titik
rawan adanyad gepengiti, dan kemudian mereka akan
mensosialisasikan perda kalau ada orang yang
memberikan yang ' di jalan mereka
memperingatkan”

7) Bimbingan sosial,dilakukan~agar masyarakat miskin
tidak menjadi gelandangan dan pengemis. Narasumber
atau_Jastruktwy’ yafig—didatangkanioleliydinas sosial
mendatangkan o~ untuk , memberikan materi  dan
pendampingan “selama /6-sampai 12 bulan jika berada
dalam panti atau 1525 hari-jika-berada di luar panti.

8) Bantuan sosial, pemberiam~ bantuan ‘sosial dilakukan
bertujuan untuk membangun potensi masyarakat agar
terlindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rangkaian upaya preventif dilakukan dengan tujuan untuk

mencegah terjadinya pengemisan dan pergelandangan di
Yogyakarta, Selain itu, melalui tahapan kegiatan tersebut,
masyarakat khususnya yang berada di daerah Yogyakarta
memiliki bekal kemampuan untuk bersaing di era modern.

14 Wawancara dengan Bapak Baried Wibawa (Kopal Bidang Rehabilitasi
Sosial ‘Tuna Sosial dan Korban NAPZA), Tanggal 10 Juli 2018
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b. Upaya Koersif

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) tentang Penanganan Gelandangan
dan Pengemis, Upaya Koersif diartikan sebagai tindakan
pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.”® Hal ini yang
dimaksud sebagai tindakan pemaksaan bukanlah menganiaya
dan menyakiti orang miskin atau gelandangan yang ada di jalan
melainkan menertibkan mereka dengan membawanya ke tempat
penampungan gelandangan dan pengemis untuk dilakukan
rehabilitasi. Meskipun demikian upaya koersif tidak lepas dari
tindakan kekerasan, tindakan kekerasan terjadi ketika adanya
perlawanan dari gelandangan-dan-pengemis yang menolak untuk
ditertibkan oleh Polisi’Pamong Praja. Penertiban gelandangan
dan pengemis termuat dalam, Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa YogyakartarNom36sTahun 2017 pasal 15. Upaya

Koersif dilakukan melalui beberapa fahapan yaitu:

1) Penertiban

Penertiban .diartikan sebagai salah satu cara yang
dilakukan untuk-mengatur'danenegakkan aturan hukum
dalam upaya mewujudkan_ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat/ Penertiban_gelanddngan_dan pengemis
yang dilakukan-eleh petugas memiliki aturan dan kriteria

di antaranya:

a) Berada atau\tinggal di~tempat, umum, antara lain di
jalan, trotoat, toko, terminal; stasiun, bangunan pasar,
bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata,
di pinggir rel kereta api, bawah jembatan, dan di
tempat ibadah,

b) Mengalami gangguan jiwa di tempat umum, seperti di
jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun,
bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan

15 Peraturan Daerah Yogyakarta No | Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis Ketentuan Umum Pasal 8
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fasilitas pariwisata, di pinggir rel kereta api, dan di

bawah jembatan.

c) Meminta-minta secara aktif atau pasif di tempat umum,
seperti di jalan, trotoar, toko, terminaL stasiun, pasar,
bangunan cagar budaya, pemukiman, tempat ibadah,
sarana dan fasilitas pariwisata.

d) Meminta-minta secara aktif atau pasif di tempat umum,
dengan menggunakan alat, antara lain alat yang
menimbulkan suara seperti atau menyerupat alat musik,
alat musik, jatilan, dan hewan sebagai tontonan.
Pelaksanaan penertiban dilakukan oleh petugas Satuan

Polisi Pamong/Prajalyang merupakan perangkat daerah

yang bertugas |sebagai(penegak peraturan daerah dalam

penyelenggaraan, ketertiban ~umum dan ketenteraman
masyarakat.'¢ |Dalam, rangkg untuk mewujudkan visi

Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata

terkemuka, Satuan Polisi. Pamong Praja melaksanakan

tugas undang-undang.Keégiatan operasi dilaksanakan
sesuai hasil laporan intel dari Satpol PP atau laporan dari
warga.

Penertiban dilakukan dengan cara swéeping di daerah
yang sudah| ‘menjadi/ target/| penertiban, pada saat
melaksanakan penertiban tidak jarang yang menjadi target
penertiban\yaitu gelandangan dan mengemis melarikan diri
atau melakukan perlawanan karena takut melihat mobil
Satpol PP sehingga, tidak jarang terjadi kekerasan. Seperti
pendapatnya Mustofa yang pernah dibawa oleh Satpol PP:

“Dulu saya pernah mas dibawa oleh Satpol PP,
tindakan mereka baik asalkan kita kooperatif ya,,,
endak akan ada masalah, yang penting enggak

kelawan”.!”

16 Peraturan Pemerintah Pasal 5 No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja

17 Wawancara dengan Bapak Mustofa (Klien Rumah Perlindungan Sosial),
Tanggal 03 Agustus 2018.
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Polisi Pamong Praja pada pelaksanaannya secara
yuridis bertugas menegaskan peraturan daerah, karena
kegiatan Bapak Mustofa melanggar Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta yaitu menggelandang, sudah
sepatutnya diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong
Praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun
2018 terdapat enam fungsi pokok dalam menjalankan
tugasnya yaitu:

a) Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan Kketenteraman serta penyelenggaraan
pelindungan masyarakat.:

b) Pelaksanaan vkebijakan penegakan Peraturan Daerah
dan Perkada; penyelénggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman- mmasyarakat = serta penyelenggaraan
pelindungan masyarakat.

¢} Pelaksanaan “koordinasi penegakan Peraturan Daerah
dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman-'-“serta*~penyelenggaraan pelindungan
masyarakat dengan instansi terkait.

d) "Pengawasan terhadap masyarakati-aparatur, atau badan
hukum atas. pelaksanaan ,Peraturan Daerah dan
Perkada.

¢) Pelaksanaan, fungsi jlain ¢berdasarkan tugas yang
diberikan-olehKepala ‘daerah”sesuar dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.'®

2) Penjangkauan

penjangkauan adalah tindakan proaktif yang
dilakukan oleh petugas penjangkavan ke wilayah yang
dijadikan tempat tinggal Gepeng (Gelandangan dan
Pengemis). Upaya penjangkauan Gepeng terdiri dar
beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai dari

'8 Peraturan Pemerintah Pasal 5 No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja
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pendekatan langsung ke lokasi tempat tinggal gepeng atau
tempat yang dijadikan gepeng untuk mendapatkan uang,
kemudian identifikasi, pencatatan, pemetaan, pemberian
informasi, motivasi serta upaya evakuasi gelandangan dan
pengemis untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan
di dalam Rumah Perlindungan Sosial. Seperti yang
disampaikan Bapak Baried Wibawa:

“Untuk penjangkauvan selain mendatangi lokasi
tempat tinggal gepeng, kita dari dinas juga
menempatkan petugas untuk mengawasi dan berjaga-
jaga pada-tempat-tempat yang rawan akan
gelandangan/seperti di sepanjang Ring Road utara,
selatan Giwangan, » Wonosari, Gamping sampai
Ringroad Utara=UPN, kemudian timur Kalasan, terus
Woliman Prambanan, kalau Bantul itu ... sekitar
alun-alunnya.”"”

Penyuluhan: gelandangan~dan pengemis secara tidak
langsung dilakukan dengan pendekatan sosiologi hal ini
dilakukan supaya ptidak—ada~kecanggungan- antara pihak
gelandangan dan pengemis dengan petugas-dinas. Petugas
penjangkauan|tidak menggunakan pakaian dinas, pakaian
seragam khusus atau atribut lainya. Upaya evakuasi
gelandangan dan pengemis-ke RPS (Rumah Perlindungan
Sosial) dilakukan pada saat mmengalami beberapa hal:

a) Sakit dan membutuhkan pertolongan darurat.

b) Mendapatkan tekanan, ancaman, dan teror.

¢) Mengalami kekerasan atau eksploitasi.

d) Rentang terpapar terkena tindakan kekerasan,
eksploitasi dan trafficking.

Upaya evakuasi gelandangan dan pengemis ke RPS
terkadang dilakukan karena adanya laporan dari
masyarakat, atau petugas yang melihat gelandangan dan

' Wawancara dengan Bapak Baried Wibawa (Kepal Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan Korban NAPZA), Tanggal 10 Juli 2018
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pengemis yang membutuhkan pertolongan. RPS adalah
sarana pembinaan dan perlindungan yang bersifat
sementara bagi gelandangan dan pengemis sebelum
mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan yang
berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah
yang dihadapi gelandangan dan pengemis tersebut.?

c. Upaya Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 “Upaya Rehabilitatif adalah usaha-usaha
terorganisasi yang meliputi usaha-usaha penyantunan,
perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan
kemampuan dan penyaluran——kembali ke daerah-daerah
pemukiman baru maupun ke tengali-tengah masyarakat melalui
transmigrasi, pengawasan gerta pembinaan lanjut sehingga para
gelandangan dan pengemissmefhiliki| kemampuan untuk hidup
secara layak dan bermartabat sebagal Warga Negara Republik
Indonesia.?! Adapuss tujnan dilakukannya rehabilitasi
gelandangan dan pengemis dapat; dijabarkan menjadi beberapa
hal yaitu: mencegah terjadinya’pergelandangan dan pengemisan;
memberdayakan gelandangan dan pengemis serta menciptakan
ketertiban urmum,

Rehabilitasi dibesikan kepada ,gelandangan dan pengemis
vang telah tertangkap-oleh-petugas ‘melalui berbagai razia dan
penertiban. Pelaksaraan-rehabilitasicterhadap gelandangan dan
pengemis dibagi mefijadi dua tahap yaitu rehabilitasi awal dan
rehabilitasi lanjutan,

1) Rehabilitasi awal

Rehabilitasi awal adalah tempat di mana gelandangan
dan pengemis yang telah ditangkap oleh petugas akan
ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial yang bernama

¥ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 No 36 Tahun
2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis

! Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 No 1 Tahun 2014
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
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Camp Assessment. Camp Assessment beralamat di JI.
Harmoni Raya No..6A, Brontokusuman, Mergangsan, Kota
Yogyakarta. Gelandangan dan pengemis yang berada di
Camp Assessment segera mendapatkan penanganan dari
dinas sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa
pemenuhan gizi, kesehatan / medis dan pembinaan.

Camp Assessment merupakan bentuk pengaplikasian dari
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014,
dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16 Tahun
1956 tentang penampungan pengemis, fakir miskin,
gelandangan dan anak terlantar di luar kota besar
Yogyakarta. Adapun 'kriterid' gelandangan dan pengemis
yang disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 16) Talmn 1956 yaitu: pengemis-pengemis,
fakir miskin, orang-oranglanak-anak gelandangan, anak
terlantar perlu ditampung dalam tumah perawatan.

Camp Assessment sebagai tempat rchabilitasi awal
memiliki sistematika khusus dalam menangani gelandangan
dan pengemis. Penggunaan sistematika ini bertujuan agar
dapat [diketahui indiKatersindikator keberhasilah dalam setiap
proses pelaksanaannya. Berikut gambaran serta penjelasan
alur rehabilitasi awal di Catp Asseéssment yang berdasarkan
Setandar Operasional Prosedur Dinas Sosial.

22 Peraturan Daerah Yogyakarta No 16 Tahun 1956 Pasal 1 Tentang

penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang atau anak
gelandangan dan terlantar di luar kota besar Yogyakarta
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Gambar 5. Sop Penanganan Gelandangan Dan
Pengemis di Rumah Perlindungan Sosial (Camp
Assessment)?

Rapat kordinasi
Kabupaten/Kota

!

Penerimaan Warga Binaan

!

Registasi dan Indetifikasi
!

Pemberian Kebutuhan Dasar

Assessmen Mendalam

1

Pembinaan dan Bimbingan

|

Rapat Kasus

:

Reintergasi Sosial

Gambar di atas menunjukkan alur penanganan
gelandangan dan pengemis di Camp Assessment. Setiap klien
masuk akan diproses hingga tahap Reintegrasi Sosial atau
rujukan. Reintegrasi sosial adalah tahap pemulangan atau
pengembalian terhadap keluarga sehingga dapat menjalankan
fungsi-fungsi sosial dengan baik sebagaimana masyarakat
pada umumnya.?*

% Hasil Dokumentasi dan Observasi Pada Selasa 10 Juli 2018 Pukul 10:00 di
Rumah Perlindungan Sosial Camp Assessment

24 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Pasal | ayat 10
tenteng Penanganan Gelandangan dan pengemis,



68

Langkah awal dalam SOP penanganan gelandangan
dan pengemis adalah rapat koordinasi kota atau kabupaten
untuk menentukan lokasi razia atau penjangkauan
gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis yang
terjaring razia baik dari Dinas Ketertiban Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota, Dinas
Ketertiban Sleman, Dinas Ketertiban Kabupaten Bantul,
Dinas Ketertiban Kulon Progo, dan Dinas Ketertiban
Kabupaten Gunung Kidul serta Instansi-instansi yang terkait
dalam peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun
2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
kemudian dibawa/dar“diserahkan, Camp Assessment yang
selanjutnya dilakukan identifikasi| untuk mengetahui umur,
latar, belakang, serfa untuk mengetahui gelandangan psikotik
dan Non psikotik. “Pernyataan ini berdasarkan hasil
wawancara dengan DBapak (Baried Wibawa sebagai
koordinator Camp. Assessment.

“Rapat koordinasi-bisa'dilaksanakan oleh Pemda DIY
dengan mengundang kab kota atau kab kota yang
mengundang—DPIY- bersama-. steaks~holder seperti
Satpol PP/ dan-kepolisian dalam-upaya’penjangkauan
dan penyuluhan,”?

“Gepeng masuk.itu-kita\terima dari Satpol pp atau
polisi ,dan ada ,juga..dari. warga, selanjutnya kita
identifikasi awal untuk mengetahui klien yang dirazia
itu termasuk apa, gelandangan, pengemis atau
psikotik, atau anak yang hidup di jalan. jika hidup di
jalan langsung kita masuk kan ke rumah
perlindungan sosial khusus untuk anak kita kirim ke
dinas perlindungan anak. kemudian yang psikotik di
tempatkan di tempatnya sendiri, dan pengemis juga
akan kita pisahkan di rumah perlindungan sosial yang
khusus untuk penilaiannya.”

5 Wawancara dengan Bapak Baried Wibawa via WatsApp (Kepal Rehabilitasi

Sosial Tuna Sosial dan Korban NAPZA), 18 September 2018.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dan observasi
lapangan, pengelompokan gepeng hasil razia dan
penjangkauan yang dilakukan Camp Assessment bertujuan
untuk  mempermudah tahapan pinangan selanjutnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, hasil razia tidak hanya
pengemis dan gelandangan namun juga ada gelandangan
berstatus psikotik dan tidak jarang petugas lapang salah
sasaran dalam melakukan razia. Beriku adalah temuan
peneliti mengenat jumlah gepeng yang masuk di Camp
Assessment:

DATA KLIEN BERDASARKAN JENIS PMKS

- IENIS PMKS
TERKELOMPOK

I, il GELANDANGAN

2. PSIKOTIK

“3.+1} PENGEMIS "

4. PEMULUNG

5. ['BUKAN'
I SASARAN | ¢
TOTAL 312 541 1056 910 737 338

Tabel 2. Jumlali Klien berdasatkan pengelopokan?®

Berdasarkan data diatasi jumlah gepeng yang
terjaring razia Petugas Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial
Kota, Kabupaten, dan Petugas Dinas Provinsi Daerah
Isimewa Yogyakarta mengalami penurunan di tahu 2018.
Dapat disimpulkan dari data jumlah penurunan gepeng yang
terjaring razia, menunjukkan efektivitas upaya penanganan
gelandangan dan pengemis yang dilakukan Daerah Istimewa

 Data Klien Camp Assessment Tahun 2013 $.D. 30 Juni 2018, Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Yogyakarta. Setelah tahapan identifikasi kemudian
dilanjutkan dengan pemberian kebutuhan dasar oleh petugas
Camp Assessment. Berikut hasil wawancara dengan Bapak
Baried Wibawa sebagat kordinator Camp Assessment.

“Di rumah sosial akan diberikan kebutuhan dasar
oleh petugas, seperti pakaian serta peralatan mandi
dan makan. Setelah itu kita berikan pembinaan dan
bimbingan awal, pemerintah bimbingan sosial oleh
dinas sosial, bimbingan kewarganegaraan oleh dinas
sosial atau polisi, bimbingan fisik oleh TNI, juga ada
AMT Hipnoterapi dari praktisi, ada bimbingan
kerohanian dari-ustaz;'dan juga bimbingan kesenian.”

“Selanjutnya akan dibuat suatu studi kasus atau
assessment'mendalam yang akan ditulis dan diajukan
dalam suatu siding kasus atau Case Coferen. Untuk
disidangkan kasus itu akan dibahas permasalahan itu
seperti apa, jika asalfiya dari DIY akan kita ajukan
pada lembaga di DIY dan /kebijakan sosial dari DIY.
jika yang asalnya bukan dari DY, kemungkinan akan
kita berikan runtutan sostal-dansapakah benar dia itu
dari 'suatu 'daerah “itu~ tersebut, “melalui pressing,
pemerintali™ | setempat,, ke rumahnya, tempat
tinggalnya;~dan-di dampingi oleh petugas sampai
pada jpemerintah_setelah~dinas sosial atau desa
linglkungannya’?’

Berdasarkan pernyataan di atas selama di Camp
Assessment para gelandangan dan pengemis mendapatkan
pelayanan kebutuhan dasar, kesehatan medis, dan bimbingan
atau pembinaan. Kebutuhan yang didapat ialah berupa
makanan, minuman, peralatan mandi. Dari sisi kesehatan,
semua gepeng yang mengalami gejala sakit ringan maupun
sakit berat akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Camp
Assessment. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan Camp

¥ Wawancara dengan Bapak Baried Wibawa (Kepal Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial dan Korban NAPZA), Tanggal 10 Juli 2018
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Assessment yang memiliki tiga perawat dan satu dokter
umum yang siap melayani klien. Apabila terdapat klien yang
sakit parah dan tidak memungkinkan untuk dirawat di Camp
Assessment maka klien akan dirujuk ke rumah sakit untuk
mendapatkan pelayanan yang lebih insentif.

Pelayanan sosial bimbingan atau pembinaan yang
dilakukan Camp Assessment berupa pemberian motivasi,
kegiatan olahraga, . penanaman nilai-nilai agama, latihan
kesenian, bimbingan mental sosial, dan pelajaran
kewarganegaraan dengan mendatangkan petugas baik dari
Polisi, TNI dan Densos Daerah Istimewa Yogyakarta.
Setelah mendapatkan pelayanat-sosial, maka problem klien
akan didiskusikan ‘dalam rapat éase conference (CC). Rapat
CC ialah rapat|'yang menentukan apakah klien dapat
dipulangkan atau|dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial atau
Lembaga Swadaya-Masyarakat dengan sistem sumber yang
dibutuhkan oleh kiien.

Implementasi’/ (pra_( ¢ase conference ialah klien
diidentifikasi terlebili” dahulu, di foto, ditempatkan dalam
klaster, diikutsertakan  dalam..bimbingan dan assessment,
kemudian problem Lklien \dibicarakaf—dalamn rapat case
conference . Rapat case cenference juga dihadiri seluruh
petugas pendaniping;= ‘case’ Tnanager, dokter/perawat,
psikologi, pdarr—Prarmukti, | bahkan tetkadang melibatkan
instansi, disesuaikan dengan problem yang dialami klien..

2) Rehabilitasi sosial lanjutan

Rehabilitasi sosial lanjutan merupakan tempat yang
diperuntukkan bagi gelandangan dan pengemis yang telah
menjalani rehabilitasi awal di Rumah Perlindungan Sosial
yang diputuskan untuk mendapatkan pelayanan rujukan.?®
Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan untuk gelandangan dan
pengemis dilakukan di RSBKL. Panti Sosial Bina Karya

3 Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2017 Pasal 25
ayat 1 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis
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Laras (PSBKL) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas
dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis, pemulung

dan eks psikotik.”’Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu
Istinirah selaku PEKSOS BRSBKL.

“Pada dasarnya semua UPT sama cuma yang
membedakan objek sasarannya garapan Kalau PSAA
kan anak terlantar yang tidak bisa sekolah, PSKW itu
wanita, kalo di sini itu gelandangan dan orang-orang
yang rentang-akan masatah sostal.

Maka balab ini sebagai| upaya terakhir setelah
berbagai upaya yangsudah dilakukan.”*°

PSBKL vang dijadikan balai rehabilitasi gelandangan
dan pengemis memiliki | bebéfapa fungsi utama yang
dijelaskan dalam/—Peraturan..Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 100 Tahun 2015 Tentang rincian Tugas Dan
Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial,
di antardrya: penyélenggdaraan pengembangan kapasitas dan
mutu pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi eks
psikotik; penyele¢nggaraan \pelayanan perlindungan dan
rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung
dan  eks| “psikotik; = “pengembangan, jejaring dan
penyelenggaraan rujukan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;
pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam
penanganan gelandangan, pengemis, pemulung dan eks
psikotik;  fasilitasi  penelitian dan  pengembangan
kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan

2 http://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-rsbkl/ (diakses pada tanggal 4 Oktober
2018 pukul 02:00)

30 Wawancara dengan Ibu Istinarah (Pekerja Sosial BRSBKL), Tanggal 02
Oktober 2018
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Jaminan sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan
eks psikotik,*!

Bentuk rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL
Yogyakarta untuk Warga Binaan Sosial Gepeng dan eks
psikotik adalah bimbingan mental, sosial dan keterampilan.
Jenis keterampilan tersebut adalah pertanian, perikanan,
pertukangan (las, kayu, batu), menjahit, kerajinan tangan dan
home industri. Selain itu warga juga disalurkan untuk usaha
angkringan.

Gambar 6. Keterampln Peftyikangan Batu Warga Binaan

Gambar 7. Hasil keterampilan bidang pertanian

*! Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 100 Tahun 2015 Pasal
18 ayat 2 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis
Pada Dinas Sosial,
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Bentuk rehabilitasi di balai RSBKL dilakukan ini bertujuan
untuk membekali para warga- binaan ‘sosial -agar bisa hidup
secara wajar dan mandiri, Untuk waktu pelayanan rehabilitasi
sosial di BRSBKL dilakukan selama satu tahun.” Setelah
mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, warga binaan yang
mampu mengikuti keterampilan dengan baik, maka warga
binaan diberikan kesempatan untuk praktik kerfa lapangan.
Namun tidak semua warga-bifiaan mudah dan gampang untuk
dibina, terkadang pembinaanfbisa sampai satu tahun dan bisa
kurang dari satu tahuny’hal disebabkan kaburnya warga binaan
dari balai rehabilitasi BRSBKL " Berdasarkan hasil wawancara
dengan Ibu Ibu Istinaralr Selaku Peksos di BRSBKL.

“Harusnya maksimal 1 tahun tapi’realitanya bisa lebih dan
bisa kurang, jadi berapa bulan disini ngabur iku juga banyak.
Kurang ikunkarena kaburjkalorlebihvitu karena keenakan di
sini diaymengapa énak-di sini énggak usali mengekos, makan
gratis, kalo yang eenggak kerasan jitu karena ada konflik
internal bisa Kkarefia” susali adaptdsi, atau -dia sudah tidak
punya Norma kehidupan yang-Nommatif, jadi kalo diatur dia
enggak mau'malah-kabur,?

Pelaksanaan rehabilitasi gelandangan dan pengemis dibagi
menjadi dua tempat, yaitu untuk warga gepeng Non psikotik
berada di RSBKL Unit Bina Karya JI. Sidomulyo TR IV/369,
Bener, Tegalrejo, Yogyakarta dengan kapasitas 50 warga
binaan., Adapun untuk warga gepeng eks psikotik bertempat di
RSBKL Unit Laras tepatnya karangmojo, purwomartani,

2 Wawancara dengan Ibu Istinarch  (Pekerja Sosinl BRSBKL), Tangpal 02
Oktober 2018
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kalasan, Sleman, Yogyakarta dengan kapasitas 250 warga
binaan. Pelaksanaan rehabilitasi baik antara gepeng eks psikotik
dan Non psikotik memiliki beberapa perbedaan salah satunya
untuk warga binaan eks psikotik adanya rehabilitasi medis yang
meliputi pengobatan ke RS Grasia, pendampingan minum obat,
bimbingan kesehatan jiwa, bimbingan ADL, dan tindakan medis
lainya. Berikut bagan proses penanganan gepeng eks psikotik
dan Non psikotik.

PROSES PELAYANAN DAN REHABILITAS SOIAL DI BALAI REHABILITASI S8OSLAL BINA KARYA DAN LARAS OIY
UNIT BINA KARYA

E’»‘i“’-‘ -»-*-*-*
\J \

o TYITELTTET n

Gambar 8. Proses Pelayanan dan Rehabilitasi RSBKL Unit
Bina Karya
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PROSES PELAYANAN DAM RERADILITAN 2Cr81AL 0 BALA REHABILITAS BO3LAL BINA KARYA DAM LARAS DIY
UNIT EDA LARAS
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Gambar 9. Proses Pelayanan dam) Rehabilitasi RSBKL Unit
Laras

Rehabilitasi gelandangan /dan pengemis dimulai dari tahap
identifikasi, kemudian- taghap (pendekatan awal selama dua
minggu, pada tahap ini dilakukan assessment serta pemberian
kebutuhan. [Proses.identifikasi-dan. pendekatan awal dilakukan
untuk melihat produktivitas 'serta~kemampuan dari calon warga
binaan. Dengan meliliat kemampuan gerta produktivitas warga
binaan petugas RSBKTL ‘akan lebih mudah dalam menentukan
langkah selanjutnya.’) Hal) 'ini ‘berdasatkafy, hasil wawancara
dengan Ibu Istinarah Selaku Peksos di BRSBKL sebagai
berikut:

“Identifikasi, lalu kita tunggu selama dua minggu baru kita

assessment, terus pemberian kebutuhan, tapi kalo bisa kerja

lasung kita carikan pekerjaan, jadi gini dek, orang telantar
beda dengan gelandangan, tapi klo orang telantar itu kadang
sudah memiliki sekil mungkin karen kurang beruntung
akhimya menggelandang . Semisal punya keluarga yang
miskin tidak mendapatkan peluang padahal punya sekil
sehingga rumah engak punya, ngontrak endak bisa dan tidak
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punya pekerjaan. Jadi seperti ini tidak mungkin
menggelandang maka kita langsung carikan pekerjaan”.®

Rehabilitast yang telah dilakukan selanjutnya warga binaan
dikembalikan kepada keluarganya atau dicarikan pekerjaan.
Berdasarkan hasil temuan dan pernyataan petugas RSBKL
bahwa gelandangan dan pengemis yang ada di RSBKL berasal
dari Iuar Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada
grafik data ditahun 2017 berikut.

Graftk WBS Gelandangan dan Pengemis BRSBKL Yogyakarta

18

16

14 EmD.LY

12 W Jakarta

10 @ Jawa Barat
8 M Jawa Tengah
6 B Jawa Timur
4 @ Sumatra
2
0

Gambar 10. Graftk- Warga Binaan Sosial Per Bulan Agustus
Tahun 2018

Berdasarkan dari data grafik” di’ atas warga binaan di
BRSBKL pada bulan Agustus 2018 berjumlah Limapuluh orang
yang berasal dari berbagai tempat di antaranya: 4 orang dari
Jakarta, 7 orang dari Jawa Barat, 16 orang dari Jawa Tengah, 8
orang dari Jawa Timur, 3 orang dari Sumatra, dan 12 orang dari
Daerah Istimewa Yogyakarta.

¥ Wawancara dengan Ibu Istinarah (Pekerja Sosial BRSBKL), Tanggal 02
Oktober 2018
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d. Upaya Reintegrasi Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. |
Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 dan Peraturan Gubernur Yogyakarta
No. 36 Tahun 2017 pasal 1 ayat 10, yang dimaksud dengan
reintegrasi sosial adalah proses pengembalian gelandangan dan
pengemis yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi di
Rumah Perlindungan Sosial kepada keluarga, dan atau
masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan fungsi
sosialnya dengan baik sebagaimana sebagai anggota masyarakat
pada umumnya. Adapun lembaga yang memegang peranan
penting dalam hal ini adalah lembaga Dinas Sosial, dan lembaga
Tenaga Kerja dan/, Transthigrasi\| Pemerintahan Provinsi
Yogyakarta.

Peraturan Daerah |Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, tidak terlepas
dari berbagai permasalahan, [salah’ |satu permasalahan yang
dihadapi munculnya 'gelandangan-dan pengemis yang berasal
dari luar daerah Yogyakarta, Oleh karena itu, gelandangan dan
pengemis yang berasal dari daerah Yogyakarta dan telah
menjalani berbagai, proses rehdbilifasi “akan ‘dipulangkan ke
daerah asalnya.

Tanggung jawab Dinas Sosial tidak\sera merta selesai ketika
gelandangan dan pengemis vyang telah tertangkap selesai
menjalani proses| rehabilitast.¥ Dalam Jupdya reintegrasi sosial
atau pemulangan gelandangan dan- pengemis kepada
keluarganya, petugas akan melakukan proses fracking terlebih
dahulu. Proses tracking adalah proses penelusuran Iatar
belakang gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan.
Proses ini memastikan kesiapan pihak keluarga dalam menerima
gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan. Proses
traking perlu dilakukan karena dalam beberapa kasus pihak
keluarga tidak mau menerima gelandangan dan pengemis,
karena masalah yang tidak bisa diselesaikan. Adapun jika dalam
proses pemulangan gelandangan dan pengemis kepada pihak
keluarga dan pihak keluarga tidak mau menerima, petugas dari
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dinas sosial DIY akan berkoordinasi dengan dinas sosial daerah
terkait untuk dirujuk ke panti-panti sosial di bawah naungan
dinas setempat. Adapun data gelandangan dan pengemis yang
dipulangkan ke daerah asalnya akan dijabarkan dalam tabel di

bawah ini.
DATA KLIEN BERDASARKAN JENIS PMKS
TERKELOMPOK
DAERAH PEMULANGAN TAHUN 2013 S.D. 30 JUNI 2018
No Daerah Tahun Pemuliangan Tumlah
Pemulangan [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
'l Jakarta 1| 4] 2021110/ 10
2 Jawa Barat 0 11 18 18 8 9 64
3 Jawa s20e73| 414 | 126 | 113 | 36 | 514
Tengah
4 | Yogyakarta | |08 |/ 120 | 390 | 369 | 198 | 94 | 1279
5 | Jawa Timur | “15057) 724 | 30 | 14 | 7 97
6 Tuar Jawa 0 4 0 0 0 0 4

Tabel 3. Data KlienBerdasarkan Daerah Pemulangan®

Tabel di_ atas. menunjukkan _bahwa gelandangan dan
pengemis yang berada\di’Camp.Assessmeéntitidak hanya berasal
dari Yogyakarta saja melainkan juga berasal dari luar daerah
Yogyakarta. Bagi gelandangan dan pengemis yang tidak
memiliki keluarga di wilayah Yogyakarta akan diberikan
perlindungan lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.

3 Data Klien Camp Assessment Tahun 2013 S.D. 30 Juni 2018, Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta
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Seluruh upaya penanganan gelandangan dan pengemis di atas
merupakan jenis penanganan yang sudah diamanahkan dalam
peraturan DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan
dan Pengemis, serta Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2017 Tentang
Setandar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan
pengemis. Adapun bagian penanganan gelandangan dan pengemis
digambarkan dalam bagan di bawah ini.

BAGAN ALUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DINAS SOSIAL DAERAH ISTUAEWA YOGYAKARTA

KEFALA DINAS 8O5°AL
DAERAH ISTIMEVIA YOGYAKAHTA

Crx LNTUNG SLKARYADE, W
NER1EEI0A0 152403 1 017

Gambar 11. Bagan Alur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis Dinas|/Sosial DIY

Berdasarkan “data/'yang | didapat .dari hasil penelitian yang
dapat disimpulkan jumlah gelandangan dan pengemis mengalam naik
turun dari tahun 2013 sampai 2018. Hal ini dapat diamati dari grafik
pertumbuhan gelandangan dan pengemis yang ada di bawah ini.



81

Grafik Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta
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Gambar 12. Grafik Pertumbuhan Gelandangan dan
Pengemis

Meski pelaksanaan-Peraturan Daérah tersebut sudah berjalan
baik dan sistematis namun,belumr sepenulinya mampu menuntaskan
gelandangan dan pengemis“wyang”ada| di daerah Yogyakarta.
Banyaknya hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam pelaksanaan’ Perattiran Daerah tersebu maka
pemerintah perlu mengadakan -evaluasi terkait pelaksanaannya,
terlebih terkait pasal 24 yang memuat hukuman pidana bagi pelaku
gelandangan j daf, pengemis:™ Disisi™laimr~perlucada dukungan
sepenuhnya dafi masyarakat terkait pemberlakuan Pératuran Daerah
Yogyakarta No. 1 Tahun-2014 Téntang Penanganan Gelandangan
dan Pengemis.

. Analisis Tinjauan Magqasid Al-Syariahh Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014

Penerapan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 yang sudah berjalan kurang lebih selama empat tahun
sampal saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Dengan
demikian perlu adanya sudut pandangan baru dalam memahami
pelaksanaan peraturan tersebut. Maqasid Al-Syariah salah satu sudut
pandang dalam tinjauan filsafat hukum Islam. Dengan menggunakan
Magasid Al-Syariah sebagal alat analisis memahami penerapan
peraturan tersebut sehingga dapat memunculkan gambaran baru
tentang maksud dan manfaat Peraturan Daerah tersebut.
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Magasid Al-Syariah merupakan salah satu cara untuk
memahami penerapan peraturan tersebut baik dari magasid al-syaiah
al-ammah dan magasid Al-Syariah Al-khas sah. Magasid Al-Syariah
menempati posisi penting dalam menentukan tolak ukur atau
indikator maslahah atau mafsadah dalam penetapan Hukum.
Magqasid Al-Syariah yang tidak dapat dipisahkan dari kajian
Maslahah, karena merupakan muara terakhir dari deretan panjang
proses pensyariatan hukum Islam. Setiap hukum yang berlaku pasti
berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia seperti halnya
pemberlakuan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun
2014 yang memiliki kemaslahatan tersendiri. Maslahah merupakan
perbuatan yang mendatangkan-kebaikan atau manfaat untuk waktu
selamanya atau yang menyéntuhdhayoritas maupun beberapa orang.
Pada penelitian ini peneliti ¥ akan mengutarakan nilai-nilai
kemaslahatan yang terdapat ‘pada peldksanaan peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta No. FTahun 2014
1. Bentuk-bentuk Maslahah™ Peraturan Daerah Istimewa

Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 dari Berbagai Aspek

Maslahah merupakan muara akhir dalam pensyari’atan
hukum Islam,“namun /idak [semda. mkasiahah bisa di masukan
dalam bingkai tujuan syara’. Pengetahuan yang luas atas macam-
macam maslahah, tolak-pkur batasan-batasan serta tujuan-tujuan
yang diperintahkan syara’ dalam berbagai keadaan menjadi suatu
keharusan guna “mengetahui “keténtuan, gang dapat menjadi
pedoman. lbnu ‘Asylir mengklasifikasi maslahah dalam tiga
macam, yaitu:

a. Maslahah dilihat dari segi pengaruhnya sebagai tiang
penopang urusan umat manusia ada tiga tingkatan yaitu:
dhariiriydt, hajiah, tahsinyah.

Penerapan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 1 Tahun

2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis berada

pada tingkatan dhaririyat, maslahah daruriyah artinya

sesuatu yang harus ada bagi tegaknya kehidupan. Apabila
tidak ada, dapat menimbulkan kerusakan. Upaya-upaya yang
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hendak merusak harus dicegah supaya terciptanya kehidupan
yang maslahah.

Pemilihan tingkatan dhaririydt karena adanya
peraturan daerah tersebut merupakan bentuk upaya dalam
mengatasi gelandangan dan pengemis. Namun jika tidak ada
peraturan tersebut jumlah gelandangan dan pengemis dapat
meningkat dan memunculkan kemafsadatan kestabilan
daerah Yogyakarta bahkan Negara. kemafsadatan yang
timbul menurut hemat peneliti adalah kekumuhan
lingkungan, anak-anak jalanan yang berlabel anak jalanan
jauh dari masa depan yang cemerlang karena keterbatasan
akses pendidikan, banyak pekerja pemuda jalanan yang tidak
bekerja secara layak bahkan mercka cenderung melakukan
kejahatan, orang-orang tua yang mengemis banyak yang
terlantar, perbuatan mengemis tidak hanya melanggar syariat,
tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari
perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang
memang membutuhkan bantuan:

Kegiatan ~mengemis' merupakan kegiatan yang
mencari penghasilan dengan cara meminta-minta tanpa perlu
bekerja keras serta-pelakunya-tergolong, orang-orang malas.
Jika tidak ada pelarangan meminta-minta akan menimbulkan
kemalasan pada-pérgelandang dan pengemis untuk berpikir
dalam memanfaatkan ,akal.menuju kehidupan yang lebih
baik. Perilaku-meminta-minta “pada’ dasarnya diharamkan
dalam agama dan tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan
darurat hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

a0 el i B 2 s s

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain
tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia
memakan bara api”¥’

3 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, Jusz29, No. 17508, (Beirut: Muassasah
Risalah, 2001), him 51.



84

Hadis di atas larangan meminta-minta kecuali dalam
keadaan darurat. Kegiatan meminta-minta, bawasanya
mengandung penghinaan dan merendahkan diri, dan
seorang mukmin tidak patut merendahkan diri kecuali
terhadap Tuhannya (Allah SWT).

. Maslahak dilihat dari korelasinya dengan umat manusia,

baik secara kolektif atau personal yang ter petakan menjadi
dua, kulliyah dan juz’iyyah khassah.

Maslahah kullivah menurut Ainol Yaqin dalam
jurnalnya yang berjudul "Revitalisasi Maqgashid Al-Syari’ah
dalam Istinbat Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran
Muhammad Al-Thahirlbnu' ‘Asyur diartikan maslahah
yang bersangkut paut den@an seltituh manusia atau sebagian
besar dari mereka. Misalnya, OMenjaga persatuan umat
Islam, menjaga generasi'muda dan lain sebagainya.

Upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang
termuat dalam Peraturan’ Daerah-Yogyakarta No. 1 tahun
2014 merupakan “usaha - yang “menyangkut kepentingan
orang banyak, terlebih untuk warga Daerah Istimewa
Yogyakarta, Aktivitas-mengemis dan menggelandang dapat
memicu generasi muda untuk berperilaku malas. Islam
menganjurkan Kifaysemual agar, berusaha mencari nafkah
untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Di
dalam Al-Quran Al-Karim“Allah berfipman:

Jab e 1536575 AT 31,250 Sl o 03 155
ot £ e 1850

Apabila telah ditunaikan Shalat, Maka
bertebaraniah kamu di muka bumi; dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.’’

% Al-Quran Nurkari, 4/-Kalam al-Jum'ah: 10, Diproduk oleh

Diponegero, Bandung, 2009
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Adapun maslahah juz'iyyah khassah diartikan
maslahah personal atau sebagian kecil dari manusia. Bentuk
maslahah ini banyak terdapat dalam masalah muamalah.
Seperti halnya, salah satu tujuan dari Peraturan Daerah
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 untuk melindungi kaum-
kaum masyarakat miskin. Gelandangan dan pengemis
masuk dalam masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,
kekurangan dan hidup tidak layak.

Komitmen  pemerintah  Yogyakarta  dalam
memelihara kelangsungan kehidupan warganya, termuat
dalam peraturan daerah tersebut seperti adanya pelatihan
ketrampilan magapg;—petaasa

terbagi menjadi
dhanniyah, wahmiyaf

AL

Maslahah= WM@ nurut Andriyanti dalam
Jjurnalnya berjudul " ashid -S ariah dalam
PersMNM é ﬁ‘ ur, diartikan
maslahah yan Igh -nas ,yang jelas dan tidak
membutuhkan 1§L€Mbuatan mengemis dan
menggel eh pemerintah hal
ini te mmdqmﬁgrgogyakana No. 1
Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang
dilarang melakukan perbuatan menggelandang atau

penggemisan baik perorangan atau kelompok dengan
alasan, cara dan alat apa pun untuk menimbulkan belas

kasihan”.

Islam secara tidak langsung menjelaskan dalam
perbuatan meminta-minta, mengemis dan menggelandang
adalah perbuatan yang dilarang kecuali dalam keadaan
terpaksa. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan
haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya
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kebutuhan yang mendesak. Di antara hadis-hadis tersebut
ialah sebagai berikut:

Hadis Pertama, yang diriwayatkan dari Sahabat
‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:
Rasulullah Shallallahu *alaihi wasallam bersabda:

44ds b ot daldll a5 Al i Gl gl 3350 diba
FEARESS

“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang
lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat
dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di
wajahnya”.’]

Hadis Ked , ya iriwayatkan dari Abu Hurairah
radhiyallah *anhu, W 4 R% lullah shallallahu *alaihi

REEL s Jlanaidh 15565 a3l el Sl
“Barang Ba Q ) zn:Rz minta kepada manusia

seszmgguhnya ia hanyalah sedang memmta bara

a eraka) ﬁga dia mcg silakan dia

Hadls Ke Dar1 ubsyi bin Junadah, yang
menyatakan bah j’sj&ﬂlahu ‘alaihi wa sallam

bersabda,
alNDONE:&JAﬁﬁaaw

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain
tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia
memakan bara api’®

37 Imam Bukhari,Sahih Bukhari, Juz 2, No. 1474, (Beirut: sl Gsb s,
1422 H), hlm 123, dan Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, No. 1040, (Beirut:
Darul Ikhyak al-Turof Al-Arobi), him 720

3 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, No. 1041, (Beirut: Darul Ikhyak al-
Turof Al-Arobi), him 720, Ibnu Majah 1/589 no. 1838, dan Ahmad 11/231 no.7163.

¥ HR. Ahmad IV/165 1no.17543, Ibnu Khuzaimah 1V/100 no.2446, dan
Ath-Thabrani IV/15 n0.35006
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Ketiga hadis tersebut sudah jelas dalam ajaran Islam
melarang melakukan perbuatan meminta-minta kecuali
dalam keadaan terdesak, apalagi perbuatan meminta-minta
atau mengemis dijadikan sebagai mata pencarian. Selai itu,
Allah Swt akan mengazab bagi siapa saja yang melakukan
perbuatan mengemis tanpa didasari alasan yang pasti.

Perbuatan mengemis tidak hanya melanggar syariat,
tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari
perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang
memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak
citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta

dan orang-oran mtal kebajikan. Karena mereka
dimasukkan dalam golAngan/ rang-orang yang meminta
bantuan. Pad;@l arnya mereka tidak berhak
menerimanya, %r ]81 sampai kedok mereka
terungkap. § m

Adapun gasla walgniyyah adalah kemaslahatan

yang nampak terlihat, anfaat namun setelah
direnungkan Iebﬂlfh’ 'F‘? [ “berdampak pada mudarat.
Seperti men onsum51 sabu- sabu i&nja heroin, kokain, dan

lai atan mencari

penghasilan d me tk n belas kasihan orang lain
merupakan pjgln-y%x halal kecuali orang-orang

yang b ini berdasarkan apa

yang di‘mm shah bin Mukhariq Al-

Hilali radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda:

Allaa Jaas JAJM)U»YYIJMYUM|QIWL¢

u;l.a\h.nlatuba\daJJ GM?-\ Munﬁw'ﬁ‘_da

e 1302w O i - qu..su‘un,a._.,wu.auhdum clla

AP Mﬁwhﬂ\ GJJUAMBU?_}I-,IUAQL!LHLA\JAJJ q.u.‘-

O 3 - e wh\ﬁuaagwaﬂhuﬂﬂuhi«ﬁl&hﬂwba\

Wialia el Gal Ly g ALl Gy fb) s e - (B35 Epa 1302
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“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-
minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari
tiga orang: Seseorang yang menanggung beban
(hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-
minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
Dan seseorang yang ditimpa musibah yang
menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta
sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan
seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup
sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya
mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan

hidup, 'ia boleh meminta-minta sampai

mendapatka idup. Meminta-minta

selain untukjh@tiga ;af\f'\tu?ahai Qabishah! Adalah

haram, dapS or ang | memakannya adalah

memakan ya% g

Perbuatan |2men m ecara  jelas  tidak
diperkenankan baiks i¥q dan agama. Adanya

s i L : :
rangkaian kegiatan ’byang juan untuk mengatasi

geland Nie is i atyaya dengan
membeaﬁj MER§T» AB pemulihan
kemampuan sehi paraagelandangan dan pengemis
memiliki kemampt rmud% ah bermartabat sebagai

W NS S | A

2. Pokok-pokok Bangunan Magasid Al-Syariah dalam Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pokok-pokok bangunan Magasid Al-Syariah Ainol Yagqin
dalam jurnalnya yang berjudul "Revitalisasi Maqashid Al-
Syari’ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran
Muhammad At-Tahir Ibnu’Asyur, terdapat empat pokok dalam

Peraturan Daerah Yogy: %‘g jfl" ahun 2014 merupakan
e

" Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, No. 1035, (Beirut: Darul Ikhyak al-
Turof Al-Arobi), hlm, 717.
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bangunan magqasid Al-Syariah yaitu: alfitrah, al-samahah, al-
Musawah, al-huriyah.
1. Al-fithrah,

Al-fithrah menurut Imam Muhammad Ibnu’ Asyur
dalam kitabnya yang berjudul Magasid Al-Syari'ah Al-
Islamiyah. Pengertiannya adalah suatu sistem yang Allah
SWT ciptakan pada setiap makhluk. Fitrah manusia berarti
setiap sesuatu yang diciptakan pada diri manusia, meliputi
Jjasad dan akal, baik bersifat dahir maupun batin. Fitrah dapat
meliputi syariat-syariat agama. Ibnu Asyur
mengklasifikasikan fitrah pada dua bagian fitrah agliyah dan
fitrah nafsiyah. Fi 'yah adalah fitrah akal logika yang
mengantarkan pag sidalam esensi sesuatu. Adapun
fitrah nafsiah 3dala ar%yang Allah ciptakan agar akal
logika manusia @r i Kéfuhnya kebodohan, kebiasaan
yang buruk da §‘ap ew %n sifat-sifat yang luhur.

Perbuatan ileng
potret kehidupa

dan mengemis merupakan

] antg tidak layak untuk ditiru,
selain itu meny‘ ahtiya Lbagz;u manusia. Karena pada
dasarnya manusia d1<:1ptakan secara fitrahnya selain untuk

s P WSS 0 K i ol
ini dijelaskan gam surat ﬁlqarah ayat 30 dan Al-An-
‘Am: 165.

|N@®NE’81A&M 15 063

(’:..J:,;,'bh._at,.s LA e g Qe

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada
para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di
bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu
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dan  mensucikan nama-mu?”  Dia  berfirman,
“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.” [Al-Bagarah: 30]"'

o - Ao, o M -, a; .J o G ’J’
A pSwan ad5) gﬁﬂ‘ il femla ol a3
; oe o ’,‘_;:’-, R e L e-
Slaall w8 85 O 51 G g 83k eur 33 i
@F\,,,j‘ ;-\..I

Dan Dialah )zqn‘lgsrlﬁé%j%dika kamu khalifah-khalifah

di bumi, da ghkdt derajat sebagian kamu
diatas yan ndngujimu atas (karunia)
yang  dib adamu.  Sesungguhnya
Tuhanmu

wember  hukuman, dan

Po e GNEWE-‘ orang orang
yang méndapatkan penghasilan dengan memmta minta di

tempat umum dlc&rl_bemMra dan alasan untuk
mendapatkan belas kasihan orang lain. Adapun
gelandanga rN NE&!& dalam keadaan
tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam
masyarakat setempat selain itu gelandangan dan pengemis
tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap serta hidup
mengembara di tempat umum.

Adanya gelandangan dan pengemis merupakan gagalnya

manusia dalam menjalankan fitrahnya sebagai mana
mestinya, salah satu tujuan Peraturan Daerah Yogyakarta No

4 Al-Kalam, Al-Quran Nurkari A4/-Bagarah: 30, Diproduk oleh

Diponegoro, Bandung, 2009

2 Al-Kalam, Al-Quran Nurkari A/-An-"Am: 165, Diproduk oleh

Diponegoro, Bandung, 2009



91

1 tahun 2014 untuk mengembalikan manusia kembali pada
fitrahnya hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7, 8, 9, 10
yang memuat beberapa upaya dalam menangani gelandangan
dan pengemis. Beberapa upaya dalam menangani
gelandangan dan pengemis yaitu: preventif, koersif,
rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Upaya preventif yang termuat dalam pasal 1 yaitu usaha
yang terorganisir yang meliputi, penyuluhan, bimbingan,
latihan, pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan
serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang memiliki
hubungan dengan g,elandangan dan pengemis. Adapun upaya
koersif merupak R }
rehabilitasi  yang" meliputi %dnertiban, penjangkauan,
pembinaan di RP mah ihdungan Sosial), pelimpahan
ke pengadilan.®® Uip
yang terorganisif> yang
perawatan, pemby gan I j lan, pemulihan kemampuan dan

penyaluran kemb ukiman baru atau tengah-
tengah masyaraka%b pm gg} serta pembinaan lanjut
samp 1 pengemis  memiliki
kem n M gﬁﬁtég.“

Peneliti ap eski pemerintah  daerah
Yogyakarta tel E@@‘M@ltasi gelandangan dan

pengemzsl ﬁ@lb but namun masih
perlu adanya dukungan dari berbagal kalang supaya

Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Hal ini berdasarkan dari hasil data yang diperoleh
peneliti masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis
terjaring razia yang saat ini berada dalam RPS. Adapun dari
hasil pengamatan masih ditemukannya gelandangan dan

4 pasal 1 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

* Pasal | dalm Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
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2.

pengemis yang masih bebas berkeliaran di area sudut
Yogyakarta.
Al-Samahah (Toleransi)

Al-Samahah memiliki makna sikap pertengahan antara
kesempitan dan kemudahan yang bermuara pada substansi
adil dan moderat. Al-samahah secara universal dalam hal ini
dapat diartikan kemudahan yang tidak menjerumuskan
kemudaratan dan kerusakan oleh manusia atau lebih
sederhana kemudahan manusia dalam menjalankan syari’at
Islam.

Adanya permasalahan gelandangan dan pengemis
merupakan perilaky rhamsi\ yang secara jelas menyalahi
norma agama dar

secara agama perbuataiigel@idafigan dan mengemis adalah
perbuatan yang tidak di tkena -h-
jika melakukannya-den ashe ipu atau berdusta kepada
orang atau lembéga) Mjﬁt‘ﬁgng dimintai sumbangan

dengan menampakkan d1r1nya seakan-akan dia adalah orang
yang e E( q? m@embumhkan
biaya pendldlkan an, sekolah, atau perawatan dan
pengobatan kel*&ﬁﬁ M atau untuk membiayai

kegiatan t rﬁtu aka W g dan termasuk dosa
besar. i ﬁ g IZ\

Perbuatan mengemis meski menyalahi norma agama
namun masih memiliki toleransi terlebih untuk tiga perkara,
hal ini berdasarkan hadis yang Diriwayatkan Qabishah bin
Mukhariq al-Hilali Radhinallah ‘anhu,

‘uusaz';s.dwuxuyymnvum;uawu
Eal) Aai Alal J30) «dludd 38 Mwu@wm
u.umdu,\-wmu‘m,amunuuwm‘uu
muﬁwuldjawhﬂapjhunﬂuubaidaJJ q.us
J i - Mwhlﬁwwﬁ@lﬂuﬂ&ﬂ&h)@wbﬂ\



93

Wil G i Liad g ALl fpa b s W - Q5 (a0
Gas

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-
minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari
tiga orang: Seseorang yang menanggung beban
(hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-
minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
Dan  seseorang yang ditimpa musibah yang
menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta
sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan
seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup
sehingga ada tlga orang yang berakal dari kaumnya

mengatajean SiS; elah ditimpa kesengsaraan
hidup,’i boleh 2 \meminta-minta sampai
mendap argh  hidup. Meminta-minta
selain uptf) aQ u, wahai Qabishah! Adalah
haram, |\dar ung  memakannya adalah

laskan mengenai tiga orang yang

memlthleranm gﬁgole‘k#n un meminta-minta
yait) ITA

a. Seseorani memiliki fanggungan yakni hutang orang
lain. Bias lﬁe&: an diyat atau tanggungan

m dua kelompok yang

ber]t nga , orang yang memenuhi
kriteria ini boleh meminta-minta kepada orang lain.

b. Seseorang yang tertimpa musibah atau musim paceklik
sehingga gagal panen total. Orang tersebut boleh
meminta-minta sampai ia hidup secara berkecukupan lagi

atau ada sesuatu yang membantunya untuk melanjutkan
hidup.

4 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, No. 1044, (Beirut: Darul Ikhyak al-
Turof Al-Arobi), hlm 722.



94

c. Seseorang yang mengaku bahwa dirinya ditimpa
kesulitan dan pernyataannya tersebut disaksikan oleh tiga
orang berakal dari orang-orang di sekelilingnya.

Norma Agama tidak hanya yang memiliki nilai toleransi
namun dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 memiliki nilai-nilai toleransi untuk pelaku
gelandangan dan pengemis terutama dalam upaya koersif.
Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses
rehabilitasi sosial yang meliputi penertiban, penjangkauan,
pembinaan di RPS (Rumah Perlindungan Sosial) dan
pelimpahan. Meski memiliki arti_pemaksaan namun tidak

semata-mata memaksa kekerasan fisik, namun
pemaksaan dalam hata' asi di RPS (Rumah
Perlindungan Sosial).

Berdasarkan hasi di lapangan gelandangan dan
pengemis yang terjarmg r enjangkauan oleh Polisi
Pamong Praja harus- \ alant- rchabilitasi. Adapun

gelandangan dan péngemis— bdra J di RPS namun masih
diberi kebebasan di area RPS dan bertemu dengan keluarga

yang m@xN' WERiSIiaﬂa‘ﬂ@oordinator

RPS Camp Assessment:

“Kalau pemaksaannya hl Satpol PP, diruang

pemerik @Ngn t& memang harus
berada di sini tidak boleh eu§1 pemaksaannya itu.

kalau dibebaskan mereka keluar semua, tapi tetap saja ya
mereka bisa bebas di lingkungan ini, tapi tidak boleh
keluar dari lingkungan ini. sifatnya pemaksaan dalam
rangka rehabilitasi. yang kedua juga begitu, bebas di
lingkungan ini tidak boleh keluar pagar. Setelah itu baru
nanti ada proses rujukan ke panti atau dikembalikan
kekeluargaannya™*®

% Wawancara dengan Bapak Baried Wibawa (Kepal Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan Korban NAPZA), Tanggal 10 Juli 2018
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Gelandangan dan pengemis yang terjaring razia serta
berada dalam RPS akan menjalani rehabilitasi dalam jangka
waktu paling lama tiga bulan. Hal ini dijelaskan dalam
Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2017 Tentang Standar
Operasional ~ Prosedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis.

Al-Musawah (Egaliter)

Al-Musawah (Egaliter) diartikan setiap umat Islam
berposisi sederajat atau sama dalam pandangan hukum Islam.
Hukum menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara orang
yang kuat, lemah, mulia, kaya dan sebagainya. Hal ini
bertumpu pada endasar Islam sebagai agama
fithrah, karen a;enlnu z'l\ﬂg dipandang sama dalam fithrah
maka diperhi @ m syariat Islam. Prinsip al-
musawah  dal Kiﬂ m bertitik pangkal pada
persamaan um hal penciptaan, yang sama-
sama memili |/ di bumi selaras dengan

ﬁtrahnya ﬂL@J .

Ja-w’t o N A P P TR ol

UNJVﬁR,&' TR Pras i
ISLEOM, -

"}1!11 orang-orang yang Iberzman hendaklah kamu
Jadi  orang-orang yang selalu  menegakkan

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu, untuk Berlaku tidak

adil. Beriaku adiilah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
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Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan (Al-Maidah: 8)”.*

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya
kamu mengadi 7 a; usia dengan apa yang
telah Allah ‘ﬂ/ahyu an kepudamu, dan janganlah
kamu men'
bersalah),
khianat347

(orang yang tidak
la) orang-orang yang

Penggalan ayat d%ﬁm&j‘mwjukkan bahwa Allah
memerintahkan untuk berlaku adil kepada sesama. Hukum
memegu NzanElR glﬁp' Aﬂ&tldak dapat
diganggu gugat gugat. Hal tersebut menunjukkan tidak ada
satu kekuatan yar& nsi sebuah peraturan.
salah ﬂ eraturan Daerah
Yogyakartnm m’* g Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan tersebut terdapat nilai-nilai keadilan yang
termuat di dalamnya, antra lain: Pasal 7 ayat 1 dalam Perada
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 menjelaskan mengenai
tindakan penertiban gelandangan dan pengemis dengan

kriteria orang yang tinggal di tempat umum, mengalami
gangguan jiwa di tempat umum, meminta-minta di tempat

47 Al-Kalam, A/-Quran, Al-An-‘Am: 165, Diproduk oleh Diponegoro,
Bandung, 2009

% Al-Kalam, Al-Quran, An-Nisaa 105, Diproduk oleh Diponegoro,
Bandung, 2009
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umum. Gelandangan dan pengemis yang sudah ditertibkan
oleh petugas akan dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial.
Gelandangan dan pengemis tersebut akan menjalani
rehabilitasi paling lama 3 bulan hal tersebut bersifat wajib
bagi gelandangan dan pengemis yang tertangkap meski ada
pihak keluarga yang menjeputnya. Proses penertiban
gelandangan dan pengemis juga dijelaskan pada pasal 31
Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis.

Pasal 24 dalam Peraturan Daerah Yogyakarta No. 1
Tahun 2014 juga_bernsi tentang ketentuan pidana untuk

pelaku geland is. Hal tersebut menjadi poin
penting dala cu€gakan oKeadilan. Hukuman pidana
diberikan deng membuat efek jerah bagi
pelaku geland: &an d? gemis, bahkan pelaku pemberi
uang juga diberik 1 pidana. Adapun ketentuan pidana
bagi pelaku getamg gemis, serta pemberi uang di

tempat umum sevaga

“Setiap  oran ang  melanggar  ketentuan
U ngééjcﬁ’}ﬁe@n sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan
hukur'tsw/ﬂ an paling lama 6 (enam)
minggu  dan/atau  denda paling banyak Rp

ah).”
I@g@m&%*%;nggar ketentuan

pergelandangan dan pengemisan secara
berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

“Setiap  orang yang  melanggar  ketentuan
memperalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
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4.

rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.”

“Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak,
membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan
mengkoordinir orang lain secara perorangan atau
berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf ¢ diancam dengan hukuman pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah).”

“Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi
uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada
gelandangan is di tempat umum
sebagaiman ud" dalym Pasal 22 diancam

dengan hukighan a @
e
L

(sepuluh) hari
1.000.000,00%sa ’
>

z
Kenyataan |db la n Jhukuman pidana jarang

diterapkan karena a%ééﬂ%ﬂj@’anusiaan kecuali untuk.
pelaku gelandangan 5(5n pengemis yang membawa anak di

bawah Ln)) v m ﬁ dilan untuk
dilakuk enyidikan h pat. Prdses Empahan ke

pengadilan bagi @@zﬁa pgngemis yang berulang
kali terkena penjangkauan juga dijelaskan pada pasal 19 dan
20 PeraturalnNNE@ Pﬁtentang Standar
Operasional  Prosedur Penanganan Gelandangan dan
Pengemis.

Al-Hurriyah (kebebasan)

Al-Hurriyah menurut Andriyanti dalam jurnalnya
yang berjudul "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Perspektif
Imam Muhammad Tahahir Ibnu’Asyur, memiliki dua
makna; (1) al-hurriyah lawan dari al-ubudiyah berarti
perbudakan, yaitu kebebasan berbuat bagi seseorang yang
berakal yang tidak terbelenggu dengan kerelaan atau campur
tangan orang lain. (2) Kemampuan seseorang untuk bertindak
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pada diri dan segala hal sesuai kehendak tanpa ada pihak
yang menentang. Kebebasan terbagi dalam beberapa aspek
akidah, perkataan dan perbuatan. Meski demikian, syari’at
mengikat kebebasan dalam tindakan-tindakan manusia
dengan memperhatikan kemaslahatan yang mencakup saat ini
atau masa mendatang.

Maka tujuan umum pensyari’atan hukum Islam tak
lain adalah memelihara tatanan kehidupan umat manusia dan
kelestarian kemaslahatan dengan menjaga kemaslahatan itu
sendiri yang meliputi maslahah akal, perbuatan dan alam di
mana ia hidup. Adapun kandungan Peraturan Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 yang tidak lain
terdapat mudtan Iské%{hﬁlahan tidak hanya untuk
gelandangan d‘, IS na@l n juga untuk lingkungan.
Penelit endapal) |bahwa Peraturan Daerah
Yogyakarta P: IN¥angberkaitan dengan pelarangan

meminta—minta.;
pengemis seba;_,' ma peminta-minta di jalan untuk
berpikir mencari. pengl Jyang lain. Jika tidak ada
pelarangan meminta-minta. Maka akan menimbulkan
O e S e o
dalam meman tkan akal enuju kehidupan yang lebih
baik. Memel lasan termasuk dalam kata

o pm%% E&Alah SWT, sebagai

makhluk ciptaannya manusia memiliki perbedaan denga
makhluk lain, perbedaan tersebut yaitu. Pertama, Allah SWT
telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik
dibandingkan dengan makhluk lain dari berbagai macam
binatang. Akan tetapi bentuk yang indah tersebut tidak ada
gunanya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Kedua,
manusia hidup didunia dibekali akal berfungsi sebagai
pengendali hidup manusia dalam menentukan baik buruk.
Hal ini sesuai dengan A¢-Tin ayat 4
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S PE] f T e
PR IEERTEN (B
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya .**

Harta yang diperoleh dari penghasilan meminta-minta
tidak akan ada berkah dan manfaatnya seperti dalam sabda
Rasulluah,

3355 k5 3l 5341 Had ¢ $ 314§l Jlad) 1h & aisa g
0803 (5308 U8 ekl ol i3l 38T g ¢ 4 4

) e 5 el ) s ¥y

“Wahai Hakiir
manis. Barang
hati, maka akan
mengambilnya rdkisan  (mengharap-harap
harta), maka AHJ&# epietrbélrikan berkah kepadanya,

dan perumpamadannya (orang yang meminta dengan

menghqrap-hara [kan.orang yang mgkan, tetapi ia

S AW b L

Tangan yang 4&7’1‘ tas (vang memberi) lebih baik daripada
s g e

tangan vang el

nta)”.

Ad!m @WP gelandangan dan
pengemis diharapkan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
bersih dari pelaku gelandangan dan pengemis, sehingga
pengunjung dan wisatawan yang pergi ke Yogyakarta dapat
lebih menikmati indahnya kota. Selain itu bagi para
mahasiswa akan lebih leluasa dalam berdiskusi atau

menuntut ilmu. Sehingga lingkungan dapat terjaga sebagai
mana mestinya.

hﬁzl/ harta itu indah dan
amgpilnya dengan berlapang

¥ Al-Kalam, A/-Quran, At-Tin ayat 4, Diproduk oleh Diponegoro,
Bandung, 2009

* Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, No. 1035, (Beirut: Darul Ikhyak al-
Turof Al-Arobi), hlm 717, dan Shahih. Al-Bukhéri (no. 1472),
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab
sebelumnya, tiga kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:
1. Adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun
2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di
Yogyakarta merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

masyarakat pada umumnya

2. Implert?Nt Eaﬁ J@ms pengemis yang
termuat eraturan aerah Yogyakarta No. 1 Tahun 2014

meliputi empat I Mltlf koersif, rehabilitatif,
reintegrasi $Qsi n sudah berjalan secara
baik dan imﬁbﬁg gjﬂ epenuhnya mampu
menuntaskan gelandangan dan pengemis yang ada di Yogyakarta.
Banyaknya hambatan yang dihadapi pemerintah perlu melakukan
evaluasi peraturan daerah tersebut, terlebih terkait hukuman

pidana bagi pelaku gelandangan, pengemis serta pemberi barang
atau uang yang termuat dalam Pasal 24.
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3. Pandangan Magasid al-syariah terhadap Peraturan Daerah
Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 yang memuat penanganan
gelandangan dan pengemis. Pertama al-fitrah, salah satu tujuan
diterapkannya peraturan daerah tersebut adalah untuk
mengembalikan gelandangan dan pengemis kepada fitrahnya
hidup layak dan bermartabat sebagaimana manusia pada
umumnya, yang termuat dalam pasal 1 ayat 8 dan 10. Kedua al-
samahah (Toleransi) sebagai bentuk toleransi dalam
implementasinya peraturan daerah tersebut yaitu: bagi setiap
gelandangan dan pengemis yang tengah menjalani rehabilitasi
diperbolehkan bertemu dengan keluarganya bahkan untuk

paliter/Keadilan) bentuk

sampai 5 dan di dalam
implementasinya pemb i n(@an bagi setiap orang yang
benar-benar terbukti me gge d# mengemis, terlebih yang
membawa anak di bawdh deld@pan bélas tahun dilimpahkan ke
pengadilan.  Keempat ? aHHurPiva (kebebasan),  setiap
gelandangan dan pengé““j@ﬂ% : 13@11 menjalani rehabilitasi
akan dibebaskan dan dikembalikan kepada masyarakat untuk

menjalankaUNiVER gfﬁl‘ N{Sebagaimana

masyarakat pada umu

mnya.
B. Saran ISLAM
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan baik di
Dinas Sosial Daeri,Né@NE I:Ant, Panti Sosial

Bina Karya Yogyakarta, beberapa masyarakat yang menjadi
gelandangan dan pengemis, peneliti menemukan beberapa
hambatan pada pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014.
Hal tersebut menjadikan kurang maksimalnya pengaruh yang
diharapkan dari peraturan tersebut. Maka peneliti bermaksud
memberikan masukan agar pelaksanaan peraturan daerah tersebut
dapat berjalan lebih baik dan maksimal. Adapun pemaparan adalah
sebagai berikut:

1. Memaksimalkan publikasi dengan maksud mengedukasi

masyarakat terkait larangan menggelandang dan mengemis.

menjemputnya. Ketiga

egaliter termuat dalam
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2. Dinas sosial yang ada di Yogyakarta dapat meningkatkan kerja
sama dengan pihak luar untuk mengatasi gelandangan dan
pengemis yang berasal dari luar daerah Yogyakarta.

3. Peningkatan kualitas pelatihan yang dilakukan kepada
gelandangan dan pengemis serta pemberian dukungan secara
terus menerus agar tidak kembali ke jalan untuk
menggelandang dan mengemis.

UNIVERSITA
VISINOAN\

ISLAM

S

§

SANEDE

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

c. bahwal® crtLfethedfitah Nomor 31 Tahun 1980

tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu

lel nal;
UN B S b b A s
dalam h a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan

e A

“ 0] ] Negara Republik

Ah

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827,



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 19350 tentang

Berlakunya g-(ndang Nomiar 2, 3, 10 dan 11 Tahun
19350 (Berita Ng Rep dengsia Tahun 1950 Nomor
58),

. Peraturan Ppm Tahun 1980 tentang
Penanganan Qelandangan d {Lembaran Negara
Republik Infiiiesihgeai omor 51, Tambahan
Lembaran Negnra Repill Nomor 3177);

PR e, S,

S| 3
Menetapkan : PERATURAN I%M PENANGANAN

GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

INDQNESIA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh
melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam
rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.



11. Rumah

12.
13.
14.

15.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan
hidup mengembara di tempat umum.

Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan
oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat
tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-
pindah di tempat umum.

Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan
Jiwa.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan

meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu

dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk
belas han dari orang lain.

balk nbngnlnum nusymlm pnda umumnya ’

disebut sebagal (RPS) adalah
mmpem dan pengemis yang

bersifat sementara sebeh.un mendnp-t peh hnjnhn melalui rujukan

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan
Kota Yogyakarta,



Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:
penghormatan pada martabat dan harga diri;

non diskriminasi;

non kekerasan;

keadilan;

perlindungan;

kesejahteraan;

pemberdayaan; dan

kepastian hukum.

FR =™ a0 TP

Pasal 3
Penanganan gelandangan dan pengemh beftuju-n untuk:

po s

mf‘:W@NESAA

tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;

b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;

c. berada ditempat-tempat umum ; dan/atau

d. memperalat sesama untuk merangsang belas kasthan orang lain.



BAB Il

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 7

apea

n Pasal 7 huruf a dilakukan

kesempatan kerja;

2

{4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana
wilayah.

(5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang pendidikan.




{6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho
di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f huruf g, dan huruf h
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Upaya Koersif

Pasal 9
{1) qual@::ﬂnbagﬂmamdlmkmsdhndalmPual?humfbdﬂaMn

oleh Satuan Kerja Pe
bidang sosial.
{6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh

e PO S A «

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitasi

Pasal 10

(1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
dilakukan melalui:
a. motivasi dan diagnosa psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;



pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
bimbingan mental spiritual;
bimbingan fisik;
bimbingan sosial dan konseling psikososial;
pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
1. bimbingan resosialisasi;
j- bimbingan lanjut; dan
k. rujukan.
{2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi
sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.

{3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
di RPS.

® =0 a0

MSethpgehndnnpndanpmgunhylngmuukdnhmRPshlnu

dmwﬂ:enhmww% rehabﬂms:l kejiwaan yang
a. rumah sakit jiwa Daerah; ‘
b. rumah Jiwa
< A B e ST e S
Pasal 12

(1) Gelandangan w'S-luAMna telah selesal menjalani
rehabilitasi kejiwaan diberlhnhyan:nhn}uhnbemp-nlnbﬂknlmhl.

Makan tugas pokok dan
ﬁmpidibkhnumhnhmmlmhlgehndungmdnnpuwua
Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial
Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d
dilakukan melalui:

a. bimbingan resosialisasi;



b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. pemulangan; dan
d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

{1} Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan
setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.

{2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga,
Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan
sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

(1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan
setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS,

{2) Reintegrasi sosial sebagain yat (1) dilakukan dengan
tahap-tahap sebagai beriku )
a. koordinasi dengan pemer]
b. penelusuran keluarga; dds
c. penyerahan.

Upaya reintegrasi sosial ag
oleh Satuan Kerja Perangkat Da

- CHEAIE
Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

OUNIVERSITAS
o ASE AN
T INDQNESTA™ ™

PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

(1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis
dapat dilakukan melalai:

a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di
lingkungannya;



b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan/atau  Pemerintah Desa apabila mengetahul keberadaan
gelandangan dan pengemis;

c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan

e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP).

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
(3) Organisasl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS).

{4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dl.hentuk oleh mnyinhl harus mendapat ijin operasional dari
3 e gan bﬂlﬂ‘m

red DINMERSITAS s

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah u lain yang sah serta tidak
mengikat sesuai de: undangan.
INDONE.SIA
Pasal 21
Setiap orang dilarang:

a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan balk perorangan atau
berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan
belas kasthan orang lain;



b.

{1

-

2)

(1

(=]

memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang
batk dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud
melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan

mengajak, membujuk, membantu, menyurzh, memaksa, dan
mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga
menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

Settap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau
barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat
umum.

Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan
perundang-undangan.

melakukan pemer{

c. menyuruh berhenti seorang dan me
=SENIV, Eﬁ,ﬁlm
d. me

e. memhungknn ahli ubungannyl dengan

dari Penyidik
p bukti atau
. selanjutnya
melalui Pcny‘h:hk Kepoliﬂan Repub]ik lndonelil mmbetiuhuk.ln hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
g mengadakan tindakan lain  menurut  hukum  yang dapat
dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan
hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan
dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan
termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak
berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.




{(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

BAB Vil
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau
pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam

dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu
dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

{2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan
secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta

dulambenmknpnpunkepld:phmhngmdanpenpmhdnunpaumum

N EEY SRS o
ISLAN

" INDONESIA

Peraturan Gubernur tent Stand Operasional Prosedur (SOP)
ubagulmmdimahuddahm?ﬁmll? ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

IVERSITAS
VISINOANN

i o) ]

e che N/ g, SRR, 200
ISLAM
e M ONE SIA

NIP. 19632608 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014)

12



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

L. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan b-.hw- tujunn
dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : dungi
Whngamdnnmdnnnhxmhtumphdanh!ndmuh
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD

Yogynknth. N&munbunylkdimhnny-ynnghﬂupnylwhpmlshn
bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salabh satu bagian dari
komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebljakan dan peraturan perundangan
lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam
KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah
tindakan Pelanggaran terhadap Keterttban Umum. Pemerintah juga
menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang

Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

13



Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan
dan pengemis tidak sesual dengan kehidupan bangsa Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-
usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha
pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk
memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu
mencapai tarafl hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai
seorang warganegara Republik Indonesia,

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan
Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang
menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk
melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Hurufa

e

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa

m atas

jcn!s kelamin, usia, kondisi fisikk dan mental, asal

.SL tasj se dan aliran politik
e A

Hurufc

=N ONE e

is harus
dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan
dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara
kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan
dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang
sedang menjalankan tugas.

14



Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan® adalah dalam
penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis
harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan
kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Hurufe
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa
dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus
dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman
kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok
masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari
tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri,
keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang d&nnkxud dengnn “asas kesejahteraan” adalah bahwa

Ymgdnmhuddenpn mhepnuanhukum adalah bahwa

| TS’E”JK"M”“““’“‘“
,, “,!JNE')ONESIA

kepada
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.




Huruf d

Yang dimaksud dengan “menciptakan ketertiban umum”
adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap
warga masyarakat mengetahul memahami, melaksanakan
kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap
aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan
pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu
sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan
pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar
ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi
terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang
membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran
lainnya.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Hurufa
Yang dimaksud a Penduduk (KTP)”
adalah mereka dentitas ini dapat berupa
Kartu Tanda Pgpdud Identitas Penduduk
Musiman (KIPEMN}]
Huruf b
Yang dimaksufi xlenga gal yang pasti/tetap”
adalah berupa trakan /rumah sewa,
rumah kost

dimaksud dengan *© ilan y:ng te! adalah
usaha.

nghasilan tetap tidak menunjuk p.dnjumhhnyatmpipada
i AR A e
ﬁeﬂemu, atau  bulanan,

elandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan

N ONESTA

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak
maupun dirinya® adalah tanpa rencana hari depan
diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh
yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan
keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan
penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk
memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-
anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.



Pasal 6
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang
lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan
rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berpakaian yang tidak layak™ adalah
berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada
tempatnya.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “berada ditempat-tempat umum”
adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall,
terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, (fasilitas
pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah.

Huruf d

Pasal 7

Cukup jelas,
Pasal 8

Ayat (1}

maets S

Ynngdlmnkmddﬂxgnn “pelatihan, mapngthnperluaun

kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif
maupun  rehabilitatif sesuai  dengan  kebutuhan
masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga
mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin.



Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “fasilitasi tempat tinggal” adalah
faslitasi tempat tinggal dilakukan melalul rehabtlitasi
rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk
memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin
yang belum memiliki tempat tinggal.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendidikan” adalah
ditujukan bagi keluarga miskin baik melalui pendidikan
formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal
bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB
atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga
ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk
memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti
program  wajib behjar 9 tahun dan mehnjutiun

Huruf {
Yang dimaksud dengan “pemberian informasi melalui

U ERENVIEE RS T oS

mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan
pcrgemn atgu ajakan untuk tidak

gelandangan dan
pengemis di tempat-tempat umum.

"INRONERIA. ...

serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan
untuk member! informasi, motivasi, memfasilitasi warga
masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat
kemampuan mereka untuk memecahkan masalah,
membuat pilthan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi
sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat
digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.



Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial® adalah salah
satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi
seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat
tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam
bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk
mengakses pelayanan sosial lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Z
o)
O
Z
m
%)
>

UMINERSITAS...

upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis
dari situast dan kondisi kehidupan di jalanan yang
membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek
fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.



Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pembinaan di RPS" adalah
serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang
dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku
pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan
norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan
dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk
melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelimpahan” adalah pelimpahan
gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di
pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi
gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia
dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar
hukum. Pellmpah-n ke penpdlhn merupakan keputusan

Ayat (2)
Huruf a

Yang m tinggal di tempat-
tempat umuA" etap dan melakukan

akuvsmdahmwukmymgmkupmdimtcmpnt

TSLAM

pinggir rel kereta api, bawah jembatan.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di
tempat-tempat umum” adalah orang yang meminta-minta
di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal,

stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman,
tempat tbadah, sarana dan fasilitas partwisata.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan
menggunakan alat” adalah sejenis alat yang menimbulkan
suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik,
jathilan, hewan sebagai tontonan.

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6}

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1}

Huruf a

menul mhl untuk mcrumuahn pemecahannya dan
ar dalam menentukan kebutuhan

UmwsﬁsnAs

INESLD i s e
hasil diagnosa sosial.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan

untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu
bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan
mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang
layak.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental” adalah bagian
dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarabkan untuk
menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien
gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan
psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari
rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan
psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya
pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan
spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien
gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas
perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi
dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang
lala, sekarang maupun yang akan datang.
Hurufe

ima gay fisik” adalah kegiatan
bimbingan /i bgepalan dan pembiasaan
! iy Ecara teratur dan disiplin

dln tangg\mg mb mm serta  meningkatkan

umsmw

Btmbln mepdorong klien gelandangan
dalam  kehidupan
p'ikowshlndalnh

hsdupnya

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah
pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan
gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai
pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun
lembaga lainnya.



Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial”
adalah diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan
dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal {rumah
penampungan sementara), perawatan kesehatan dan
obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan,
pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan
pemakaman),

Huruf i

Hurufk _2OU)A)\=

Yang dimaksud dengan *bimbingan resosialisasi” adalah
serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah,
yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima
pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam
kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua
untuk mempersiapkan masyarakat khususnya
muyanklt daerah aul atau lingkungan masyarakat di

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses

LN R L R & o

Ayat (2)

TSEARA™™

NDONESIA

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik
Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di

dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah
pelayanan wlhl ylng dikerikan keplr.h gelandangan psikotik

Pasal 13

S ONIVERSITAS
s ISLLAM
e INDONESIA

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas,
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1}
Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah pusat
keramaian seperti jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar,
bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata,
pemukiman, tempat ibadah.
Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”

adalah keseluruhan aturan mengenai pemberian sumbangan,
antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang

Pengumpu® Upag aia
Pasal 23 7] i
e @
Pasal 24 0 0
Cukup jelas [ v 5
Pasal 25 2 ”
Cukcup jelas. |5 >
Pasal 26 o (((
cucsemn. SSIENIEY
Pasal 27

UNIVERSITAS
SV |1 VA .V S—

NOMOR 1.

INDONESIA

25



Pedoman Wawancara

Dinas Sosial Daerah Yogyakarta

Bagaimana proses penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan
Dinas terkait Peraturan Daerah No. | Tahun 20147

Bagaimana langksh-langkah yang dilakukan Dinas Yogyakarta dalam
mensosialisasikan Persturan Daerah No. | Tahun 20147

3. Scjauh mana dampak ditetapkannya Peraturan Daerah No. | Tahun 20147
4. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daersh No.
I Tahun 20147
Klien RPS atau Gelandangan figh
I. Apakah Bapelc/u = Peraturan Daerah No
1 Tahun 2014 tentang
2. Apa yang menjadi n penggeladangan

»/

mmeeeeer
DRIWVERSPTAS™
: AWWBEWW‘““

tempat Rehabilitasi Sosial olch petugas?

et INEDOPNEE S ke =

. Apa yang didapat Bapak/lbu di Rumah Perlindungan Sosial atau tempat

Rehabilitasi Sosial?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama DIAN pebRIansan

TTL Kb\n\ﬂnnJBWﬂBRRﬂT
Pk g men

Alomat ‘pugunseTiA Negard

UNIVERSITYA,SM -
ISLAM s

INDONESIA 2.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Mulyajo , AFs
TTL 1 Sukeharje . 18 -0y - 1470
Jabatan ' 8. Pgnyutuhn
Alamat : #gm,’m . karabr3en . pIY
No Telepon c 0¥l 19y 20207
Telsh benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan tema
“Implementasi Peraturan Dacrab/Yogyaka 0 2014 Tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis Daldd Perspektif Maqosid-Sydriah” dengan tujuan guna
memenuhi tugas akhir kuliah éu Blie‘l karya ilmiah/Tesis yang
dilakukan olch mahasiswa Mujgfter fakiltas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia : e

>
Nama : Muhammad Zajngf Abidi
NIM 1 15913098
Semester am J/L:! ' et ) | }
Prodi : Hukum Islam

UNIVERSITAS 2
ISLL AN st

INDONESI




SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Y- t MUSTOFA
TTL : MALANG L3~ (- 1969
Pekerjaan : PEMULUNG
Alamat L L kUGB 1<oTW 30 6 IA
No Telepon

Telah benar-benar_melakukan yang berkaitan dengan tema
Gelandangan dan P id Syarish” dengan tujusn guna

Z;';'m SHJMJI@J
UNIVERSITAS

ogyakarta,.2 3.7 of ~ 28

ISLAM i

INDONESIA
e

| (OO, |



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nema ¢ Sanen qu'n\ono

™ F Bantil [ Maret 1976
Pekerjaan P Yual panivan anal, - angh
Alamat P Desa wone Salam L(c’\r

No Telepon %

Telah benar-benar melakulean m g berkaitan dengan tema
“Implementasi Peraturan Dae: Méhﬁo%m 014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis Ddla Perspel dengan tujuan guna
memenuhi tugas akhir kuliah! e karya ilmiah/Tesis yang
dilakukan oleh mahasiswa -\)' tas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia :

Nama : Muhammad Zdin din

NIM D15913098 o~ (vl ([ £

Prodi : Hukum Islam
UNIVERSITAS,

ISLAM riree



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

L : JAKARTA, § - 12- 1877
Jabatan ©INSTRURTUR AMT Camp Adtiment Pinsog
proe, (A Fadrojo 1. .2 R, fursgmachm Kalésan, feman
No Telepon . OBl A2 75FY 629

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan tema

“Implementasi Peraturan Dacydf Y

Gel.lndmpn dan Pengeml: Dilam Perspekiif Mwuf yariah” dengan tujuan guna

dilakukan oleh mahasiswa Migu ltas [lmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Nama : Muhammad Zgma
NIM : 15913098
o iam ]|
o 2[5 (24

Prodi : Hukum Islam

UNIVERSITAS..
ISLLAAA  esreen

INDONES|A—~—"

( A Winargs )



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawal ini menyatakan bahwa :
Nama . Rent Ow Nurmdah
Klaten, o5 Agustus 1992

TIL \

Jabatan . Pendamping Sosta -
Alamat . Karang [Culon , Bero, Tracul, K<laten.
No Telepon . 08154%01399

Telah benar-benar melakuk:

“Implementasi Peraturan D n 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis [Dafam Perspékai Byariah”™ dengan tujuan guna
memenuhi tugas akhir kulj 1 karya ilmiah/Tesis yang
dilakukan olch mahasiswa | ¥Iagists ltas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indones
Nama : Muhammad Zamna
NIM : 15913098 "“;; Jﬁﬂj@‘
Semester  : VI/Enam JJU

: Hukum Islam

AK“M e

INDONESIAL).

Rent Bt M.y



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Noma Lo Hnifed

I : Banjuwangi, 03 waret 1963 .

Jaboan Rekesos - ’

Alamat . Peruim 65T Terwasuthlof asqu Balecabur- Lawa(iug -
4

ONIMERSITAS
ISI_AM Yogyakarta, 02 - (0= 20(8
INDONESIA ®
<IHJML



DATA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI YOGYAKARTA

DATA KLIEN BERDASARKAN JENIS PMKS TERKELOMPOK TAHUN
2013 8.D. 30 JUNI 2018

JENIS PMKS 2013 2014 2015
TERKELOMPOK

L GELANDANGAN 109 186 449 483 426 169

2. PSIKOTIK 109 T4 299 278 143 M
3.  PENGEMIS £3 212 20 -8 WL B
4. PEMULUNG 1 2 4 9 2 0
5. BUKAN 32 19 7

SASARAN v ~
g 7

TOTAL 3 g 1%«» 8i0 Wi s
5 v Z

>
GRAFIK DATA KLIEN BERD %AR J

TATOTN 2012 Q T 2N TTTNT N1

. SIMEDE

449

- UNIVERSITAS

400

IFL_4M I
o DPNESIA .

® PEMULUNG
m BUKAN SASARAN

208 169

19
2

2015 2016 2017 2018



DATA KLIEN BERDASARKAN JENIS PMKS TERKELOMPOK DAERAH
PEMULANGAN TAHUN 2013 S.D. 30 JUNI 2018

DAERAH 20013 | 2014 2015
! Pt MULANGAN

1. DKi 1 4 2 2 1 0 10

2. JAWABARAT 0 11 18 18 8 9 64
JAWA 52 73 114 126 113 36 514
TENGAH

4. DIY 108 120 390 369 198 94 1279
5. JAWATIMUR 15 /J_—H\ 30 14 7 97
6. LUAR JAWA 0 4'SLA'6A 0 0 0 4

TOTAL 176 |21 545 334 146 1968

JNIVERSITA S
(w
ISINOANN

GRAFIK DATA KLIEN BE ENIS PMKS TERKELOMPOK

DAERAH PEMULANGANWH)@; .D. 30 JUNI 2018
- UNIVERSITAS

350

300 I =Dk

250 = JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
98
200 mDlY

WIAWA TIMUR
WLUAR JAWA

150

idd

2014 2015 2016 2017 2018



DATA KLIEN KELUAR TAHUN 2013 S.D. 30 APRIL 2018

| KELOMPOK 2013 {2014 {2015 [ 2016 {2017 | 2018 | JUMLAH

| PENYELESAIAN |
| KASUS , _
DAERAH 176 219 548 545 334 186 2008

2. nwuxlfmml 4778 180 353 tia 6% 8
RUJUKLSM / i i '

4. MENINGGAL .
o 19"~ 12°7 48 29 38 3 147

> gg.laasm. 62 219 2% 58 B %
6. MASIH 0 0 0 0 2" 147 168

2500

2000 |

T .

1000

500 —

0 ETESEEEE PR i
2013 2014 2015 2016 2017 2018




DOKUMENTASI PENELITIAN

Poster tentang larangan
memberikan uang receh di
Jalan

Penyuluhan Sosial Melal
Media Kesenian Wayang
Cakruk, Desa , Depok,
Sleman, DIY

[ § Assessment



Bimbingan Pelatihan
Keterampilan Pertukangan
Kayu

Pelatihan Ketrampilan
Pertungan Batu



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UT1 JI. Kalivrang Km, 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 « 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw, 2091
hitp/flibrary.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

Ve
m
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1070855710 /Perpus/ |0/Div.PP/ I/ 2019

Assadam alaikim wre. wh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismanto

NIK : 861002112

Jobatan Kepata Divisi Pelayanan Pemakai Direkiorat Perpustakaan
Denpan ini menerangkan bahwa;

Nama : Muhamyfiad Zditml ARINA
Nomor Mahasiswa @ 159130 l{:[’
Fakultas /Prodi  © FIAL' Mifigister
Judul Karya fimiah : linplemy @ui slimewn  Yogyakarta Tentang

Karya ilmiah yang bersangkutan di

aplikasi Tumitin dengan hasil 19 (Se i
Demikian surat keterangan ini dibuat agsr'd

Wassalamu 'a"fw'N I V E R S I Tﬂe\m §

Yogyakarta, 11




CURRICULUM VITAE

O A B I e R Y B S DB ST B SRR

Muhammad Zainal Abidin
“Do the Best and Be the Best”
Bantengan RT02/RW03, Karanggede, Boyolali
Email :zabid27@gmail.com

Telp. :087839854201

DATA PRIBADI
Nama Lengkap Abidin
TTL r 1993
Jenis Kelamin

Agama

Gol Darah ; A/Siu Mivﬂj@]
IPK S1 :3,29 Skala 4)

me UNMERSITAS
Status B menfRanAA
KIAYAT PO RO SLA

MIN Roudhotul Atfal Bantengan : 1998-1999.
MI Bantengan : 1999-2005.
MTsN Karanggede : 2005-2008.
MAN Suruh Kab. Semarang : 2008-2011.
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :2011-2015
S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :2015-2017

S2 UII Magister [lmu Agama Islam :2015-2019



RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL

TPA Bustanul Atfal : Th. 1998-2001
PP Tarbiyatul Mubalighin Semarang : Th. 2008-2011
Madrasah Diniyah PP. Wahid Hasyiem, Yogyakarta: Th. 2011-2015
Ma’had ‘Ali PP. Wahid Hasyiem, Yogyakarta : Th. 2015-Sekarang

PENGALAMAN KERJA
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1. Guru TK Mawar Karanfagede, Boyolalj 12014
2. Tentor Smart Privat Y @ £ 2016-2018

e
L
PENGALAMAN ORGANISASI

ISINOQd

I2d

....... B = Ay P
1. DMA-F Ilmu Tarbiyah %I@g:ytgan }] Sunan Kalijaga
PEUNIVERSITAS

LPS (Lembaga Pengafgrﬁs%’mud Hasim)
:2011-2012

ftah P IWahid Hasim: 2011-

o

3. Anggota el—SipI Vidsile
2012

4. Anggota Tackwondo UKM UIN Sunan Kalijaga  :2012-2013
Anggota Remas Bantengan, Karanggede, Boyolali :2015-
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SEMINAR DAN PELATIHAN

1. Narasumber
Seminar Bersama Program Magister Fakultas Tarbiyah dan
Kepuruan UIN Sunan Kalijaga dengan Fakultas UIN Gunung
Djati Bandung “ Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Multi
Disipliner” 2017
2, Moderator
Seminar Bersama Program Magister Studi Pendidikan Islam Anak
Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
dengan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakuitas
Tarbiyah dan Tadris, JAIN Bengkulu, “Pengembangan Ilmu
Pendidikan Islam Anak UsiasDini- Melalui Kisah-Kisah Al-
Qur’an”2018.
3. Peserta Pelatihan
“Satu Hari Belajar Ushul Figh Bersama Madrasgh Diniah Wahid
Hasim” 2015
4, Peserta Seminar Nasional
“Pendidikan Perdamaian” dalam Rangka World Interfatih
Harmony Week, 2017
5. Peserta Seminar Nasional
“Workshop Aplikasi Pendekatan Kontekstualis dan Resepsi
Pendekatan Historis Kritis atas Al-Qur’an4-5 April 2016
6. Panitia Seminar Filsafat Budaya
“Membongkar Nilai-Nilai Falsafah Nusantara dalam
Mewujudkan Peradaban Bangsa™ 2013



7. Peserta Seminar

“Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”

Universitas Islam Indonesia 2015

8. Peserta Seminar

** Al-Quran Sebagai Fondasi Peradaban Islam Rahmatal Lil’

Alamin” Universitas Islam Indonesia 2016
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